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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN 

(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) 

 

 

Oleh 

 

Julia Rahayu 

 

 

Pertanggungjawaban pidana adalah asas penting dalam hukum pidana yang 

menentukan kapan seseorang, termasuk anak, dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem peradilan pidana anak, 

konsep ini harus diterapkan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik khusus 

anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. PermasalahanI 

dalamIpenelitian iniIadalahIbagaimana bentuk pertanggungjawabanIpidana anak 

sebagaiIpelaku tindak pidanaIkekerasanIyang mengakibatkan kematian dan apa 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara 

tersebut, yang dianalisis melalui Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN 

Tjk. 

 

PenelitianIiniImenggunakan pendekatan yuridisInormatif dan yuridis empiris.IData 

yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber pada 

penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa 

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung, Penasihat Hukum Anak, 

dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur 

pengumpulan data dalam penulisan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. 

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawabanIpidana 

terhadapIanak sebagaiIpelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah sesuai dengan 

ketentuan UU SPPA yang mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan. 

Diversi tidak dapat diterapkan karena merupakan kejahatan serius (serious crimes). 

Tindakan kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak Pelaku 

telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya tindak 

pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak 

adanya alasan pemaaf, sehingga anak dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan  
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berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016. Putusan ini 

secara yuridis telah memenuhi ketentuan UU dan unsur tindak pidana, serta secara filosofis  

dan sosiologis mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban masyarakat. 

Namun, penjatuhan pidana penjara tanpa alternatif pembinaan dinilai belum 

mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak karena lebih menekankan efek 

jera dibanding pemulihan dan masa depan anak. 

 

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum 

seperti hakim, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama 

mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui edukasi hukum, pendekatan 

keadilan restoratif, pembinaan, serta program reintegrasi sosial, sehingga anak tetap 

mempertanggungjawabkan perbuatannya namun masih memiliki kesempatan 

membangun masa depan tanpa stigma. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan Mengakibatkan 

Kematian 
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ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY OF CHILDREN AS PERPETRATORS  

OF VIOLENT CRIMES RESULTING IN DEATH 

(A Study of Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) 

 

 

By: 

 

Julia Rahayu 

 

 

Criminal liability is a fundamental principle in criminal law that determines when 

an individual, including a child, can be held responsible for a criminal act 

committed. Within the juvenile justice system, this concept must be applied with due 

regard to the distinctive characteristics of children as individuals still undergoing 

developmental processes. The problems examined in this study are how the criminal 

liability of children as perpetrators of violent crimes resulting in death is 

determined, and what judicial considerations form the basis for the judge’s decision 

in imposing punishment on the child in this case, as analyzed through Decision 

Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. 

 

This research employs a normative and empirical juridical approach. The data 

consist of both primary and secondary sources. The informants include a Judge of 

the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor of the Bandar Lampung 

District Attorney’s Office, a Child’s Legal Counsel, and a Lecturer from the 

Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Lampung. Data 

collection techniques include literature study and field research, while the data are 

analyzed qualitatively. 

 
The results and discussion indicate that the imposition of criminal liability on the 

child perpetrator of violent acts resulting in death in Decision Number 11/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Tjk is consistent with the provisions of the Juvenile Criminal Justice 

System Act (UU SPPA), which regulates child protection within judicial processes. 

Diversion could not be applied in this case because the offense constitutes a serious 

crime. The violent act causing death fulfilled the elements of criminal liability, 

namely the existence of a criminal act, fault, capacity for responsibility, and the 

absence of exculpatory reasons. Consequently, the child was sentenced to four 

years and six months of imprisonment pursuant to Article 80 paragraph (3) in 

conjunction with Article 76C of Law No. 17 of 2016. This decision demonstrates  
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the fulfillment of juridical, philosophical, and sociological considerations by the 

judge. However, the imposition of imprisonment without alternative rehabilitative 

measures is deemed inconsistent with the principle of the best interests of the child, 

as it emphasizes deterrence over recovery and reintegration. 

 

The author recommends that law enforcement authorities judges, the government, 

and the community collectively prioritize the best interests of the child through legal 

education, restorative justice approaches, rehabilitation, and social reintegration 

programs. Such efforts would allow the child to take responsibility for their actions 

while preserving the opportunity to build a future free from stigma. 

 

Kata Kunci: Criminal Liability, Child, Resulting in Death 
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MOTTO 

 

 

 

 

نْسَانِ اِلََّّ مَا سَعٰى    وَانَْ لَّيْسَ لِلِْْ
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya 

 

 

(Q.S An-Najm: 39) 

 

 

 

Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah.  

Bukan banyaknya hafalan yang membuat seseorang mulia, tetapi sejauh mana 

ilmunya membuat ia tunduk, rendah hati, dan menjauhi maksiat.  

 

 

(Imam Sufyan Ats-Tsauri) 

 

 

 

Kesuksesan bukanlah kebetulan, melaikan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan 

keberanian untuk terus mencoba 

 

 

(Julia Rahayu) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi di 

berbagai daerah, yang menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan 

masyarakat dan penegak hukum. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, 

perundungan, penganiayaan, hingga tindakan kriminal yang lebih serius seperti 

pembunuhan dan penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh anak-anak, 

dan bahkan semakin sering ditemukan di berbagai kota dan desa. Pusat Informasi 

dan Analisis (Pusiknas) Polri mencatat bahwa sejak awal tahun 2025, terdapat 460 

anak yang terlibat sebagai terlapor dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan.1 

Meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan anak memerlukan perhatian lebih 

dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.  

 

Pencegahan sejak dini menjadi langkah penting dalam mengurangi fenomena ini. 

Program pendidikan karakter yang dimulai di lingkungan keluarga dan sekolah, 

serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah, dapat meminimalisir risiko anak 

terlibat dalam tindakan kriminal. Pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai 

moral dan sosial harus diterapkan secara sistematis di sekolah-sekolah, guna 

memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anak dalam mengambil keputusan yang 

bijaksana. Selain itu, penguatan regulasi terkait pengawasan terhadap konten 

negatif di media sosial dan internet sangat penting untuk memastikan anak-anak 

tidak terpapar hal-hal yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional 

mereka. Pendidikan karakter yang dimulai sejak dini, peningkatan kesejahteraan 

                                                   
1 Pìusiknaìs Polri, 2025, Raìtìusaìn Anaìk Tìerlibaìt Tindaìk Kriminaìl Sìejaìk Awaìl Taìhìun 2025, Pìusaìt 

Informaìsi daìn Anaìlisis Polri, diaìksìes paìdaì 22 Fìebr ìuaìri 2025. 
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keluarga, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap konten yang dikonsumsi anak 

melalui media sosial merupakan langkah-langkah penting dalam mencegah mereka 

terlibat dalam tindak kriminal.  

 

Kasus kenakalan yang terjadi dikalangan anak-anak, seperti pembentukan 

kelompok bersama teman sebaya yang tanpa disadari memiliki perilaku destruktif, 

semakin memperburuk situasi sosial. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan 

kriminal turut menambah gejala sosial yang semakin meresahkan masyarakat, 

aparat penegak hukum, dan terutama orang tua. Perilaku menyimpang yang 

awalnya dianggap sebagai kenakalan biasa, apabila tidak segera ditangani dengan 

tepat, berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Dengan kata 

lain, kenakalan anak merupakan tahap awal yang jika terus berlanjut dan tidak 

dikendalikan, dapat mengarah pada perbuatan tindak pidana.  

 

Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

melatarbelakanginya. Menurut Moelyatno, kenakalan seorang anak atau tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga, terutama perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi 

perkembangan anak.2 Kondisi keluarga yang disfungsional seringkali berperan 

sebagai faktor pendorong utama dalam pembentukan perilaku anak yang 

menyimpang. Selain faktor keluarga, aspek psikologis anak juga memiliki peran 

penting dalam membentuk perilaku mereka. Anak-anak yang terlibat dalam tindak 

pidana sering kali mengalami tekanan emosional atau traumatis yang memengaruhi 

cara mereka merespons situasi. Faktor-faktor seperti perasaan terabaikan, gangguan 

dalam perkembangan emosi, atau pola asuh yang tidak stabil dapat meningkatkan 

risiko terlibat dalam kenakalan atau tindakan kriminal. 

 

Sebagai pelaku tindak pidana, posisi anak memang berbeda dengan orang dewasa. 

Hal ini dikarenakan anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, 

mental, dan sosial yang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, hukum 

                                                   
2 Riaì Jìuliaìnaì daìn Ridwaìn Arifin, 2019, Anaìk daìn Kìejaìhaìtaìn (Faìktor Pìenyìebaìb daìn Pìerlindìungaìn 

Hìukìum), Jìurnaìl Sìehaìt, Vol 6, No 2, Haìl 5. 
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memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak 

pidana. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat sebagai UU SPPA) mengatur 

bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat diperlakukan seperti orang 

dewasa dalam proses penyidikan, pemeriksaan, maupun pemberian sanksi pidana. 

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana 

anak adalah pendekatan restorative justice (keadilan restoratif), yang perlu 

diutamakan untuk menghindari akibat negatif seperti stigma yang dapat berdampak 

pada psikologis anak dan menghambat reintegrasi soial mereka ke dalam 

masyarakat.3 

 

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan individu yang berada dalam 

posisi rentan dan memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum. Meskipun 

mereka telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, anak tetaplah 

individu yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi. Konvensi Hak-Hak Anak 

yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengelompokkan hak anak dalam 4 (empat) 

kategori, antara lain sebagai berikut:4 

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaituIhakihak untuk melestarikan dan 

mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi 

dan perawatan yang sebaik-baiknya. 

2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hakihak yang meliputi hak 

perlindunganIdarihdiskriminasi, tindaki kekerasanidan keterlantaran bagi anak 

yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. 

3. Hakluntuk tumbuhikembang, yaitu hakihak anak dalam konvensi hak-hak anak 

yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal), danihak untuki 

mencapainstandar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, 

moralidan sosial anak. 

4. Hak untukiberpartisipasi, yaitu hakihak anak yang meliputi hak untuk 

menyatakan pendapatidalam segala hal yang mempengaruhiyanak. 

 

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Indonesia telah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

                                                   
3 Adimaìs Maìhaìraìjaì Syaìhaìdaìt, Rini Faìthonaìh, Donaì Raìisaì Monicaì, 2024, Implìemìentaìsi Divìersi 
tìerhaìdaìp Anaìk sìebaìgaìi Pìelaìkìu Tindaìk Pidaìnaì Pìengaìniaìyaìaìn, Aktivismìe: Jìurnaìl Ilmìu Pìendidikaìn, 

Politik daìn Sosiaìl Indonìesiaì, Vol 1, No 4, Haìl 2. 

4 Fraìnsiskaì Novitaì Elìeaìnoraì, 2017, Pìerlindìungaìn Haìk Asaìsi Anaìk sìebaìgaìi Pìelaìkìu daìn Korbaìn 

Tindaìk Pidaìnaì (Pìeraìn daìn Fìungsi Komisi Naìsionaìl Pìerlindìungaìn Anaìk), Jìurnaìl Mitraì Maìnaìjìemìen, 

Vol 9, No 1. Haìl 4. 
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PidanakAnak (UU SPPA). Pasal 3 dalam undang-undang ini secara tegas mengatur 

hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:5 

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

denganiumurnya, dipisahkanedari orangedewasa;  

2. Memperolehobantuan hukumndan bantuanilain secaralefektif;  

3. Melakukanikegiatanprekreasional;  

4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;  

5. Tidak dijatuhi pidanaymati atau pidanakseumur hidup, Tidak ditangkap, 

ditahan, atauddipenjara, kecuali sebagai upayaoterakhir dan dalam waktu yang 

paling singkat;  

6. Memperolehkkeadilan dimmuka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan 

identitasnya;  

7. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

Anak; memperoleh advokasimsosial, memperolehmkehidupan pribadi, 

memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, 

memperolehmpelayananan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturannperundangiundangan. 

 

Pentingnya pengakuan terhadap hak-hak anak menjadi semakin relevan mengingat 

bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan seringkali juga merupakan 

korban. Oleh karena itu,  peradilan anak harus dilaksanakan secara khusus dengan 

mempertimbangkan kondisi psikologis dan social anak, sehingga proses hukum 

yang dijalani tidak menimbulkan trauma lebih lanjut dan justru menjadi sarana 

untuk pemulihan serta pembinaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pasal 2 UU 

SPPA menetapkan asas-asas peradilan anak harus dijadikan pijakan utama yakni:6 

1. Perlindungan 

2. Keadilan 

3. Nondiskriminasi 

4. Kepentingan terbaik bagi Anak 

5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak 

6. Pembinaan dan Pembimbingan Anak 

7. Proporsional 

8. Perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan 

9. Penghindaran pembalasan 

 

                                                   
5 Mochaìmmaìd Anwaìr, 2019, Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Anaìk Pìelaìkìu Tindaìk Pidaìnaì Naìrkotikaì 

Daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk, Syiaìr Hìukìum: Jìurnaìl Ilmìu Hìukìum, Vol 17, No 1, Haìl 8. 

6 Nikmaìh Rosidaìh, 2019, Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk, Baìndaìr Laìmpìung: Aìuraì Pìublishing, Haìl 

24. 
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Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak lepas dari 

dilemma, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tidak lepas dari dilemma, 

terutama jika tindak pidana yang dilakukan bersifat berat, seperti kekerasan 

mengakibatkan kematian. Dalam kasus-kasus seperti ini, sistem hukum harus 

mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak anak dengan prinsip 

keadilan bagi korban. Meskipun anak sebagai pelaku tetap harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, proses tersebut harus 

dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tetap 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan anak. Hal ini penting agar perbuatan 

anak tidak serta-merta dianggap sebagai kenakalan belaka, tetapi tetap diproses 

secara adil dalam kerangka hukum yang manusiawi. Dengan demikian, 

perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai 

upaya menyeluruh yang tidak hanya menjamin pemenuhan hak-haknya, tetapi juga 

memastikan proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan mengarah pada 

pemulihan serta reintegrasi sosial anak. 

 

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan 

bahwa barang siapa menganiaya orang lain sehingga menyebabkan kematian, dapat 

dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun, ketika tindak 

pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak, berlaku ketentuan khusus 

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, yang menetapkan  bahwa anak hanya 

dapat dijatuhi pidana paling lama setengah  dari ancaman pidana maksimum untuk 

orang dewasa. Ketentuan ini merupakan wujud pengakuan bahwa anak berada 

dalam fase perkembangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga 

pendekatan yang digunakan dalam proses hukum harus berbeda dengan orang 

dewasa. Tanpa perlakuan yang sesuai, anak bisa menghadapi kesulitan yang dapat 

menghambat perkembangan mereka secara menyeluruh. Tantangan dalam 

menangani anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, terutama yang 

mengakibatkan kematian, adalah bahwa anak belum memiliki kemampuan yang 

sepenuhnya matang dalam memahami akibat dari tindakan mereka. Oleh karena itu, 

penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan 

dengan prinsip kehati-hatian.  
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Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak 

sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat 

dikenakan pertanggungjawaban pidana, sementara anak yang berusia 12 hingga 18 

tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan bahwa 

pidana yang dijatuhkan tidak dapat dijalankan di penjara umum seperti orang 

dewasa. Sebagai gantinya, anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (Selanjutnya disingkat sebagai LPKA), yaitu disesuaikan dengan usia dan 

kondisi psikologis anak untuk tujuan utama untuk rehabilitasi, pendidikan, dan 

pembinaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang terlibat dalam proses peradilan 

dapat disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan 

dengan hukum baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi wajib mendapatkan 

perlindungan hukum dari negara. 

 

Salah satu contoh kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian terjadi di 

Provinsi Lampung, tepatnya di Jalan Dr. Harun I, Kelurahan Kota Baru, 

Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Dijelaskan dalam 

kronologi dan kasus posisi sesuai dengan surat Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Tjk. Pada hari Rabu, 18 Desember 2024, Andre Budiman alias 

Otoy, sebagai terdakwa, melakukan kekerasan terhadap korban bernama Predi 

Saputra dengan cara membacok tubuh korban yang mengenai bagian dada 

menggunakan senjata tajam berupa corbek hingga mengakibatkan kematian. 

Andre sebagai pelaku ditangkap pada tanggal 18 Januari 2025 dan diadili di 

Pengadilan Negeri dengan tunutuan melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 

pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dijatuhi pidana penjara selama empat 

tahun dan enam bulan di LPKA Bandar Lampung 

 

Alasan penulis tertarik membahas persoalan ini adalah karena penerapan pidana 

penjara semata terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

kematian belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak. 

Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA pada dasarnya hanya mendapatkan 

pengalaman penghukuman, tanpa adanya pendekatan yang berfokus pada 

pemulihan dan pembinaan diri. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, anak 



7 

 

 

kerap menghadapi stigmatisasi sosial yang melekat karena dianggap sebagai 

“mantan narapidana,” sehingga menyulitkan proses reintegrasi mereka ke dalam 

masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana penjara lebih menitikberatkan pada aspek 

pembalasan daripada rehabilitasi, sehingga tidak memberikan solusi jangka panjang 

terhadap masa depan anak. Alasan lainnya yaitu penulis ingin mengeksplorasi dan 

menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan 

meninjau dari aspek hukum, sosiologis, dan psikologis. Selain itu, penulis juga 

ingin memahami sejauh mana putusan hakim berdampak terhadap masa depan 

anak, serta apakah pertimbangan yang digunakan telah mengakomodasi kebutuhan 

pemulihan psikologis anak dan perlindungan masyarakat secara seimbang. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan mengangkat penelitian yang 

berjudul: 

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Mengakibatkan Kematian” (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN 

Tjk).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Merujuk pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2025/Pn Tjk)? 

b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap  anak 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi 

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk)? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini ialah di dalam bidang hukum pidana, dengan 

menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-
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Anak/2025/Pn Tjk), serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. 

Adapun ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang dengan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang disampaikan, maka tujuan penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untukumengetahui pertanggungjawaban pidanananak sebagai pelaku tindak 

pidana kekerasan yangimengakibatkanmkematian (StudiiPutusannNomor 

11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk). 

b. Untukumengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap  anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk). 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dibuatnya penelitian iniyadalah sebagaiyberikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum 

pidana, terkhususnya yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana 

anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian 

merujuk pada undang-undang yang berlaku melalui studi kasus putusan 

pengadilan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak 

hukum dalam menangani kasus-kasusikekerasan yangnmelibatkan anaki 

sebagainpelaku, terkhusus mengenai hal penentuan pertanggungjawaban 

pidana di dalam proses merumuskan penanganan dan pembinaan anak pelaku 

tindak pidana. Selain itu, dapat memberikan infomasi dan edukasi tentang 

pentingnya perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan yang 

melibatkan anak. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis ibarat fondasi penelitian yang kokoh. Fondasi ini tersusun atas 

teori-teori yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang 

diteliti. Teori-teori ini dirangkai dengan konsep, definisi, dan referensi dari literatur 

ilmiah terkait. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena 

yang diteliti dan bagaimana teori-teori tersebut dapat membantu menjelaskannya.7  

 

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kerangka berfikir yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan 

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau 

tidak. Mempertanggungjawabkan  seseorang dalam hukum pidana adalah 

meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan  pidana  secara  

subjektif  terhadap  pembuatnya.  Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 

unsur-unsur tertentu agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, adapun nsur-

unsur tersebut ialah sebagai berikut:8 

1) Adanya tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh undnag-undang; 

2) Adanya kesalahan, berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang 

menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya; 

3) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, yakni pelaku memiliki 

kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya; dan 

                                                   
7 Haìrdaìni, dkk, 2020, Mìetodìe Pìenìelitiaìn Kìuaìlitaìtif daìn Kìuaìntitaìtif, Yogyaìkaìrtaì: Pìustaìkaì Ilmìu, Haìl 

315 daìn 327. 

8 Fitri Waìhyìuni, 2017, Daìsaìr-Daìsaìr Hìukìum Pidaìnaì Di Indonìesiaì, Taìngìeraìng Sìelaìtaìn: PT Nìusaìntaìraì 

Pìersaìdaì Utaìmaì, Haìl 68. 
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4) Tidak adanya alasan pemaaf, yaitu tidak terdapat keadaan yang dapat 

menghapus kesalahan pelaku, seperti paksaan, gangguan jiwa, atau pembelaan 

terpaksa yang melampaui batas. 

 

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan 

bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, dengan demikian 

kesalahan ditempatkan sebagai  faktor  penentu  pertanggungjawaban  pidana. 

Kesalahan terdiri dari 2 unsur yaitu kelalaian (culpa) dan kesengajaan (opzet). 

 

1) Kelalaian (culpa) 

Kelalaian merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja 

tanpa niat jahat, namun tetap dianggap sebagai suatu perbautan melawan 

hukum karena kelalaian ini menandakan bahwa pelaku tidak berhati-hati dalam 

bertindak serta dianggap tidak memperkirakan dampaknya yang bias saja 

menyebabkan kerugian bagi orang lain. 

 

2) Kesengajaan (opzet) 

Kesengajaan yang dimaksud disini adalah memiliki niat dalam melakukan 

suatu perbuatan melanggar hukum. Kesengajaan ini dapat juga diartikan bahwa 

pelaku dianggap sadar sepenuhnya atas tindakannya dan memiliki tujuan yang 

buruk. Secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk opzet, yaitu: 

a) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk); 

b) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (opzet 

bij zekerheids-bewustzijn)  

c) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat 

(dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn).  

 

Kesengajaan terdapat 2 (dua) teori, yaitu: 

a) Teori Kehendak (Willstheori). Menurut teori ini, seseorang dianggap 

sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila ia memiliki keinginan atau 

kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga menghendaki 

timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.  
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b) Teori Membayangkan (Voorstellings-theorie). Teori ini mengungkapkan 

bahwa manusia tidak mungkin secara penuh menghendaki suatu akibat, 

melainkan hanya dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan 

timbulnya akibat dari perbuatannya. 

 

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (2) 

menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 

tertulis dalam musyawarah majelis hakim, dan hal tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari isi putusan. Artinya, setiap putusan hakim harus disertai dengan 

alasan-alasan atau dasar pertimbangan yang jelas dan tertulis. Dalam praktiknya, 

putusan hakim bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Misalnya, dakwaan dari 

jaksa terbukti sepenuhnya, atau dakwaan memang terbukti tetapi perbuatan tersebut 

bukan merupakan tindak pidana menurut hukum. Ada juga kemungkinan lain, yaitu 

apa yang didakwakan oleh jaksa tidak terbukti sama sekali. Semua kemungkinan 

ini bergantung pada hasil pembuktian di persidangan dan bagaimana hakim menilai 

fakta-fakta hukum yang terungkap.9 

 

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan hakim atau yang biasa disebut considerans 

merupakan dasar atau alasan utama di balik suatu putusan, yang mencerminkan 

argumentasi hukum hakim dalam menyelesaikan perkara. Pertimbangan ini menjadi 

bagian penting karena menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan 

menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila 

argumentasi hukum yang digunakan tidak tepat atau kurang layak, maka putusan 

tersebut bisa dipandang tidak adil atau tidak mencerminkan kebenaran hukum yang 

seharusnya.  

 

Keputusan yang dimbil oleh Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyelesaian suatu perkara pidana. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum 

bagi terdakwa agar mereka tahu dengan jelas status hukumnya dan bisa menentukan 

                                                   
9 Saìgìung Maìs Y. D., 2018, Pìertimbaìngaìn haìkim daìlaìm Mìenjaìtìuhkaìn Pìutìusaìn Pidaìnaì Bìersyaìraìt, 

Jìurnaìl Advokaìsi, Vol 8, No 2, Haìl 4. 
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langkah selanjutnya, apakah akan menerima putusan tersebut atau menempuh 

upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau grasi. Di sisi lain, jika dilihat lebih 

dalam, keputusan hakim juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain didasarkan pada hukum dan fakta 

yang kuat serta akurat, putusan hakim juga menunjukkan integritas, etika, dan 

moral pribadi hakim dalam menegakkan keadilan. Tiga aspek utama yang menajdi 

dasar pertimbangan tersebut meliputi:  

 

1) Aspek Yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk bukti-bukti hukum yang terungkap selama 

persidangan. Aspek ini menekankan pentingnya kesesuaian antara putusan 

dengan ketentuan hukum formal. 

2) Aspek Filosofis, yaitu pertimbangan yang berlandaskan pada nilai-nilai 

keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, hakim 

diharapkan tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga 

mempertimbangkan makna yang lebih mendalam dari suatu keadilan. 

3) Aspek Sosiologis, yaitu pertimbangan terhadap dampak sosial dari putusan 

yang akan diambil, baik terhadap terdakwa, korban, maupun masyarakat secara 

umum. Hakim perlu melihat bagaimana putusan tersebut dapat memberikan 

efek jera, mendorong pemulihan, serta menjaga ketertiban dan rasa keadilan di 

tengah masyarakat. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah runtutan berbagai ilustrasi yang menjadi inti pengamatan 

didalam melaksanakan suatu penelitian.10 Berdasarkan pada pengertian tersebut, 

maka terdapat batasan ilmu yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

 

a. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility. Pertanggungjawaban  pidana  

adalah mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat karena  perbuatan  yang  

                                                   
10 Soìerjono Soìekaìnto, 2014, Pìengaìntaìr Pìenìelitiaìn Hìukìum, Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, Haìl 103. 
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melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang terlarang.11 

b. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan 

belas Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan 

menurut UU SPPA, anak diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak 

pidana yang berkonflik dengan hukum telah berumur dua belas tahun tetapi 

belum berumur delapan belas tahun. 

c. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA 

adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan 

hukum dapat berupa anak yang menjadi korban hukum, anak yang menjadi 

pelaku tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana. 

d. Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, 

di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa 

saja yang melanggarnya.12 

e. Definisi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya 

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah 

sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasa sakit yang sangat. 

f. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan hilangnya nyawa  orang lain. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada skripsi ini yaitu terdiri dari lima bab yang saling 

berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta 

                                                   
11 Aryo Faìdliaìn, 2020, Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì daìlaìm Sìuaìtìu Kìeraìngkaì Tìeoritis, Jìurnaìl Hìukìum 

Positìum, Vol 5, No 2, Haìl 13. 
12 Adaìm Maìlik, 2020, Pìenjìelaìsaìn Mìengìenaìi Pìengìertiaìn Pìerbìuaìtaìn Pidaìnaì, Pìenjìelaìsaìn Mìengìenaìi 
Pìengìertiaìn Pìerbìuaìtaìn Pidaìnaì - Sitìus Hìukìum, diaìksìes paìdaì taìnggaìl 20 Maìrìet 2025.  

https://www.situshukum.com/2020/11/perbuatan-pidana.html
https://www.situshukum.com/2020/11/perbuatan-pidana.html
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Sistematika Penulisan. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum 

tentang penelitian yang akan dilakukan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka yang relevan dengan topik penelitian yaitu 

“Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang 

Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk”. 

Tujuan bab ini adalah untuk membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode yang digunakan didalam penilitian, 

yang terdiri atas Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Tujuan bab ini 

adalah untuk menyajikan temuan penelitian dan membahas implikasinya.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penyajian data hasil penelitian, dan analisis implikasi hasil tentang 

“Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang 

Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk” 

dan penerapan sanksi terhadap anak tersebut. Tujuan bab ini adalah untuk 

menyajikan hasil analisis dan membahas implikasinya. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan penilitian yang didasarkan pada hasil analisis serta 

pembahasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.  Tujuan bab ini 

adalah untuk merangkum temuan penelitian dan memberikan rekomendasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usia Anak  

 

1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum 

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatutbangsa di masa depan yang 

memiliki sifat dan cici khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya 

dalam memahami dunia yang harus dihadapinya. Anak patut dilindungi secara 

khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan.13 Anak dalam hukum 

pidana diletakkan dalam pengertian seorangpanak yangibelum dewasa, sebagai 

orangayang mempunyaiihak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan 

menurut ketentuan hukum yang berlak ìu. Pìengìertian anak dalam hìukìum pidana. 

mìenimbìulkan aspìek hìukìumìupositif t ìerhadap prosìesinormalisasi anak dari pìerilakìu 

mìenyimpangbìunt ìuk mìembìent ìuk kìepribadian dan tanggìungmjawab yangipada 

akhirnya anak tìersìebìut bìerhakiatas kìesìejaht ìeraan yang layak. Pìengìertian anak 

dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dis ìebìutkan bahwa 

anak di bawahiìumìur adalah apabilapanak tìersìebìut bìelìumimìencapai ìusia 15 (lima 

bìelas) tahìun.14 

 

Indonìesia mìemiliki bìebìerapa pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang mìendìefinisikan 

tìentang anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak 

mìendìefisikan anak yakni “Sìesìeorang yang bìelìum bìerìusia 18 (dìelapan bìelas) tahìun, 

tìermasìuk anak yang masih dalam kandìungan”. Mìenìurìut Pasal 1 ayat 2 Undang-

ìundang Nomor 4 Tahìun 1979 t ìentang Kìesìejaht ìeraan Anak, anak adalah “Sìesìeorang 

                                                   
13 Maìkhrìus Mìunaìjaìt, 2022, Hìukìum Pidaìnaì Anaìk Di Indonìesiaì, Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, Haìl 135. 

14 Dony Pribaìdi, 2018, Pìerlindìungaìn Tìerhaìdaìp Anaìk Bìerhaìdaìpaìn Dìengaìn Hìukìum, Jìurnaìl Hìukìum 

Volkgìeist, Vol 3, No 1, Ha ìl 5. 
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yang bìelìum mìencapai 21 (dìua pìulìuh sat ìu) tahìun dan bìelìum pìernah kawin". Tìerkait 

dìengan pìerlindìungan Anak Pìelakìu Pìerbìuatan Pidana, Konvìensi Hak Anak jìuga 

mìengat ìur bìebìerapa hal t ìerkait dìengan kìeadaan dimana sìeorang anak bìerkonflik 

dìengan hìukìum.15 Anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum mìenìurìut Undang-Undang 

Sist ìem Pìeradilan Pidana Anak dibìedakan mìenjadi 3 (tiga), yait ìu Anak yang 

bìerkonflik dìengan hìukìum, Anak sìebagai korban, dan Anak sìebagai saksi. 

Dijìelaskan lìebih lanjìut sìebagai bìerikìut: 

 

a. Anak yang Bìerkonflik dìengan Hìukìum  

Anak mìerìupakan statìus yang dipìerolìeh anak pada saat mìenjalani hìukìuman 

pidana di LPKA bìerdasarkan hasil kìepìut ìusan pìengadilan. Anak  yang  bìerkonflik  

dìengan  hìukìum  sìelanjìutnya  adalah  anak yang t ìelah bìerìumìur 12 (dìua bìelas) 

tahìun, tìetapi bìelìum bìerìumìur 18 (dìelapan bìelas) tahìun yang didìuga mìelakìukan 

tindak pidana. Anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum adalah sìeorang anak yang 

sìedang t ìerlibat  dìengan masalah hìukìum ataìu sìebagai pìelakìu tindak pidana, 

sìemìentara anak tìersìebìut bìelìum dianggap mampìu ìunt ìuk mìem-pìertanggìung 

jawabkan pìerbìuatannya, mìengingat ìusianya yang bìelìum dìewasa dan sìedang 

bìert ìumbìuh bìerkìembang, sìehingga bìerhak ìunt ìuk dilindìungi sìesìuai dìengan 

Undang-Undang16. 

 

b. Anak yang Mìenjadi Korban Tindak Pidana 

Anak yang mìenjadi korban tindak pidana (sìelanjìutnya disìebìut anak korban) 

adalah anak yang bìerìusia di bawah 18 (dìelapan bìelas) tahìun yang mìendìerita 

kìerìugian fisik, mìental, dan/ataìu finansial akibat adanya tindak pidana. P ìerlakìuan 

tìerhadap anak sìebagai korban dalam prosìes hìukìum harìus dilakìukan sìecara 

hìumanis, mìelindìungi, dan mìemìulihkan, bìukan jìustrìu mìempìerparah traìuma yang 

tìelah dialaminya. Undang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sistìem Pìeradilan Pidana 

Anak, anak sìebagai korban bìerhak mìendapatkan pìendampingan psikologis, 

                                                   
15 Baìdaìn Pìen ìelitiaìn daìn Pìengìembaìngaìn Hìukìum daìn HAM Kìemìentriaìn Hìukìum daìn HAM RI, 2016, 

Implìemìentaìsi Konvìensi Anaìk Tìerkaìit Dìengaìn Pìerlindìungaìn Anaìk Yaìng Bìerhaìdaìpaìn Dìengaìn Prosìes 

Hìukìum, Jìurnaìl Pìenìelitiaìn Hìukìum Dìe Jìurìe, Vol 16, No 4, Haìl 441. 
16 Asmitaì Wirdhimaìrthaì Naìinggolaìn, daìn Yaìsmiraìn Maìndaìsaìri Saìraìgih, 2023, Pìenìeraìpaìn Divìersi 

tìerhaìdaìp Anaìk yaìng Bìerhaìdaìpaìn dìengaìn Hìukìum daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Anaìk, Innovaìtivìe: Joìurnaìl 

Of Sociaìl Sciìencìe Rìesìeaìrch, Vol 3, No 4, Haìl 6. 
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pìendampingan hìukìum, sìerta kompìensasi ataìu rìestit ìusi atas pìendìeritaan yang 

dialaminya. 

 

c. Anak yang Mìenjadi Saksi Tindak Pidana 

Anak  saksi  adalah  anak  di  bawah  ìumìur  18 (dìelapan  bìelas) tahìun  yang  

diyakini  dapat mìembìerikan    kìetìerangan    tìentang    pìerkara    pidana    yang    

dilihat,    didìengar,    ataìu dirasakannya dìemi kìepìentingan hìukìum. Mìeskipìun 

anak t ìersìebìut bìukan pìelakìu ataìupìun korban, kìetìerangannya sìering kali mìemiliki 

nilai pìenting ìunt ìuk mìengìungkap kìebìenaran dalam pìerkara yang sìedang 

dipìeriksa. Dalam praktiknya, k ìetìerlibatan anak sìebagai saksi sìering kali 

mìenimbìulkan tantangan, baik dari sisi hìukìum maìupìun psikologis. Tidak jarang 

anak mìengalami kìetakìutan ataìu tìekanan dari pihak tìertìent ìu yang dapat 

mìemìengarìuhi kìet ìerangan yang dibìerikan. Maka dari it ìu, sistìem pìeradilan yang 

mìengìedìepankan prinsip pìerlindìungan tìerbaik bagi anak (thìe bìest intìerìest of thìe child) 

mìenjadi sangat pìenting dalam mìenjamin prosìes yang adil dan tidak mìerìugikan 

anak t ìersìebìut. 

  

MìenìurìutIApongiHìerlina, anakiyang bìerkonflik dìengan hìukìum dapat jìuga 

dikatakanisìebagai anakiyang tìerpaksaibìerkonflik dìenganisist ìem pìengadilanipidana 

karìena:17 

a. iDisangka, didakwa, ataìu dinyatakan tìerbìukti bìersalah mìelanggar hìukìum; ataìu  

b. iTìelah mìenjadi korbaniakibatipìerbìuatannpìelanggran hìukìum dilakìukani 

orang/kìelompokiorang/lìembaga/Nìegarait ìerhadapnya;iataìu 

c. iTìelahimìelihat, mìendìengar,imìerasakan ataìu imìengìetahìui sìuat ìuipìeristiwa 

pìelanggaranihìukìum. 

 

Sìerangkaian prosìes pìeradilan pada anak sìepìerti pìenangkapan, pìenahanan, ataìu 

sanksi pidana pìenjara mìerìupakan ìupaya tìerakhir dan dilakìukan bìerdasarkan hìukìum 

yang bìerlakìu, yang didalamnya sìudah tìerdapat ìupaya mìengìembalikan anak kìepada 

orang tìua/wali yang bìertanggìungjawab, ataìupìun disìerahkan kìepada Dìepart ìemìen 

Sosial ìunt ìuk mìendapatkan binaan. Anak mìemiliki bìebìerapa kìepìentingan 

                                                   
17 Maìrtini, 2021, Implìemìentaìsi Kìebijaìkaìn Pìemìerintaìh Pìenaìngaìnaìn Anaìk yaìng Bìerhaìdaìpaìn dìengaìn 

Hìukìum, Jìurnaìl Prìedìestinaìtion, Vol 2, No 1, Haìl 5. 
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diantaranya adalah kìepìentingan mìengìenai kìesìehatan, kìepìentingan ìunt ìuk dapat 

bìerkìembang sìecara wajar, sìerta kìepìentingan ìunt ìuk hidìup tìumbìuh dan mandiri.18 

 

2. Batasan Usia Anak 

Batasaniìusia anakit ìergolong sangatipìenting dalamipìerkara pidanaianak, karìena 

dipìergìunakaniìunt ìuk mìengìetahìuiisìesìeorang yangidi dìugaimìelakìukan kìejahatan 

tìermasìukikat ìegori anakiataìuibìukan. Batasaniìumìur anakibìerdasarkan Pasali1 Angka 

(5) Undang-UndangiNomor 39 Tahìun 1999 tìentang HakiAsasiiManìusia adalah 

anakiyang bìerìumìuridibawah 18 (dìelapanibìelas) tahìunisìerta bìelìumnmìenikah, 

tìermasìukìujanin yangimasih adaididalam kandìunganiapabila tìerdapatikìepìentingan. 

Darinrìumìusan tìersìebìutndapat dikìetahìuiibahwa anaknyang bìerhaknmìendapat 

pìerlindìunganìuhìukìum tidakamìemiliki  batasanaminimal  ìumìur.  Dariosìejak  masih  

dalamìukandìungan,  iatbìerhak mìendapatkanìupìerlindìungan”.  

 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP) mìembìerikan rìumìusanìemìengìenai 

pìembatasan ìusia anakìeyang t ìercant ìum dalamìuPasal 45 dan Pasal 72. 

Pasal 45 : 

"Dalam mìenìunt ìut orang yang bìelìum cìukìup ìumìur (mindìerjarig) karìena 

mìelakìukan pìerbìuatan sìebìelìum ìumìur ìenam bìelas tahìun, hakim dapat 

mìenìent ìukan: mìemrintahkan sìupaya yang bìersalah dikìembalikan kìepada 

orangtìuanya, walinya ataìu pìemìeliharanya, tanpa pidana apapìun; ataìu 

mìemìerintahkan sìupaya yang bìersalah dis ìerahkan kìepada Pìemìerintah, tanpa 

pidana apapìun, yait ìu jika pìerbìuatan mìerìupakan kìejahatan ataìu salah sat ìu 

pìelanggaran t ìersìebìut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 

526, 531,532,536 dan 540 sìerta bìelìum lìewat dìua tahìun sìejak dinyatakan 

bìersalah karìena mìelakìukan kìejahatan ataìu salah satìu pìelanggaran tìersìebìut di 

atas, dan pìutìusannya mìenjadi t ìetap; ataìu mìenjat ìuhkan pidana. 
 

Pasal 72 : 

(1) Sìelama orang yang tìerkìena kìejahatan yang hanya dit ìunt ìut atas pìengadìuan, 

bìelìum ìenam bìelas tahìun dan jìuga bìelìum cìukìup ìumìur ataìu orang yang 

dibawah pìengampìuan karìena sìuat ìu sìebab lainnya kìeborosan, maka yang 

bìerhak mìengadìu adalah wakilnya yang sah dalam p ìerkara pìerdata. 

(2) Jika it ìu tidak ada, ataìu harìus diadìukan sìendiri, maka pìenìunt ìutan dilakìukan 

atas pìengadìuan wali pìengawas, ataìu pìengampìu pìengawas, ataìu majìelis yang 

mìenjadi wali pìengawas, ataìu pìengampìu pìengawas; jìuga mìungkin atas 

                                                   
18 Maìkhrìus Mìunaìjaìt, 2022, HìukìumiPidaìnaìiAnaìkidiiIndonìesiaì,iJaìkaìrtaì:iSinaìriGraìfikaì, Haìl 140. 
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pìengadìuan istrinya, ataìu sìeorang kìelìuarga sìedarah dalam garis lìurìus ataìu 

jika it ìu tidak ada, atas pìengadìuan sìeorang kìelìuarga sìedarah dalam garis 

mìenyimpang sampai dìerajat kìetiga. 

 

Dokìumìen-dokìumìen Int ìernasional jìuga tìurìut sìerta bìerkomitmìen dalam mìelindìungi 

anak-anak mìelalìui pìembatasan ìusia minimìum ìunt ìuk bìerbagai aktivitas, sìepìerti 

pìernikahan, pìekìerjaan, dan pìertanggìungjawaban pidana. Bìerikìut ini  adalah contoh 

bìesìera pìembahasan mìengìenai Dokìumìen Int ìernasional yang t ìerdapat pìembatasan 

ìusia anak sìebagai bìerikìut: 

a. Task Forcìe on Jìuvìenilìe Dìeliqìuìency Prìevìentation, mìenìent ìukan bahwa 

sìeyogyanya batas ìusia pìenìent ìuan sìesìeorang sìebagai anak dalam kont ìeks 

pìertanggìungjawaban pidana dit ìetapkan ìusia tìerìendah 10 tahìun dan batasan atas 

antara 16-18 tahìun.  

b. Rìesolìusi PBB No. 40/33 tìentang UN Standard Minimìum Rìulìes for thìe 

Administration of Jìuvìenilìe Jìusticìe (Thìe Bìeijing Rìulìes) mìenìetapkan batasan 

anak adalah sìesìeorang yang bìerìusia 7-18 tahìun (Commìentary Rìulìe 2.2); dan 

Rìesolìusi PBB No. 45/113 mìenìent ìukan batasan atas yait ìu 18 tahìun. 

 

Singgih Gìunarso pìun ikìut mìengklasifikasikan pìerkìembangan dari masa kanak-

kanak hingga dìewasa dìengan ìusia dan kìecìendìerìungan kondisi kìejiwaannya yang 

tìerbagi mìenjadi 5, yait ìu:19 

a. Anakiadalah sìesìeorangiyangibìerìusiaidiibawahi12itahìun;  

b. Rìemaja dini adalah sìesìeorangìeyangìebìerìusiaìeantarai12-15itahìun;  

c. Rìemajaipìenìuh adalah sìesìeorangiyangibìerìusiaiantarai15-17itahìun;  

d. Dìewasaimìuda adalah sìesìeorangiyangibìerìusiaiantarai17-21itahìun;idan  

e. Dìewasaiadalah sìesìeorangiyangibìerìusiaidiiatasi21itahìun.  

 

B. Tinjaìuan Umìum tìentang Pìertanggìungjawaban Pidana 

Pìertanggìungjawaban Pidana mìerìupakan prinsip fìundamìental didalam hìukìum 

pidana yang mìenìent ìukan apakah sìesìeorang dapat dikìenakan pidana atas pìerbìuatan 

yang tìelah dilakìukannya. Pìertanggìungjawaban pidana disìebìut sìebagai 

toìerìekìenbaarhìeid yang mìempìunyai arti yait ìu ìuntìuk mìenìent ìukan apakah sìesìeorang 

                                                   
19 Dìelilaì Kaìniaì daìn Dìeni Zìein Taìrsidi, 2022, Pìentingnyaì Pìengìetaìhìuaìn Usiaì Dìewaìsaì mìenìurìut Hìukìum 

baìgi Maìhaìsiswaì di Pìergìurìuaìn Tinggi, Jìurnaìl PìendidikaìniPaìncaìsilaìidaìniKìewaìrgaìnìegaìraìaìn,iVoli5, 

No 1, Haìl 1-2. 
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tìersangka ataìupìun tìerdakwa dipìertanggìungjawabkan atas sìuatìu tindak pidana 

(crimìe) yang tìerjadi ataìu tidak. Mìempìertanggìungjawabkan sìesìeorang dalam hìukìum 

pidana bìerarti mìenìerìuskan hìukìuman yang sìecara objìektif ada pada pìerbìuatan 

pidana sìecara sìubjìektif t ìerhadap pìembìuatnya. H. B. Vos tidak mìembìerikan dìefinisi 

pìertanggìungjawaban pidana, mìelainkan mìenghìubìungkan antara pìerbìuatan dan 

pìertanggìungjawaban sìerta sifat dapat dicìela. Vos mìenyatakan bahwa pìerbìuatan 

yang dapat dipìertanggìungjawabkan kìepada pìelakìu adalah kìelakìuan yang dapat 

dicìela kìepadanya. Cìelaan disini tidak pìerlìu sìuat ìu cìelaan sìecara ìetis, tìetapi cìukìup 

cìelaan sìecara hìukìum.20 

 

Pìertanggìungjawabanipidana dit ìent ìukanibìerdasarkan padarkìesalahan pìembìuatidan 

bìukanihanyaidìengan dipìenìuhinyaisìelìurìuh ìunsìuritindak pidana. Dìengan dìemikian 

kìesalahan dit ìempatkan sìebagai faktor pìenìent ìu pìertanggìungjawaban pidana dan tak 

hanya dipandang sìekìedar ìunsìur mìental dalam tindak pidana.21 Esìensi pìengìertian 

pìertanggìungjawaban pidana mìemang sangat lìuas jika dibahas lìebih mìendalam, 

Pompìe mìembìerikan batasan-batasan dalam pìertanggìungjawaban pidana dìengan 

bìebìerapa ìunsìur yait ìu: 22 

1. Kìemampìuanibìerpikir padaipìelakìu yangimìemìungkinkan mìengìuasaiipikirannya 

dan mìenìent ìukanikìehìendaknya; 

2. Pìelakìukdapat mìengìertiimaknaidan akibatidari tingkahilakìunya; sìerta  

3. Pìelakìu dapat mìenìentìukan kìehìendaknya sìesìuai dìengan pìendapatnya (tìentang 

makna dan akibat tingkah lakìunya). 

 

Pìembìuat pidana jika dimintai pìertanggìungjawaban pidana har ìuslah tìerdapat ìunsìur-

ìunsìur pìertanggìungjawaban pidana, antara lain: 

1. Adanya tindak pidana, ìunsìur pìerbìuatan mìerìupakan ìelìemìen ìutama dalam 

pìertanggìungjawaban pidana. Sìesìeorang tidak dapat dijat ìuhi pidana apabila ia 

tidak mìelakìukan sìuat ìu tindakan yang mìelanggar hìukìum. Pìerbìuatan yang 

dimaksìud adalah tindakan nyata yang sìecara t ìegas dilarang olìeh pìerat ìuran 

pìerìundang-ìundangan. Prinsip ini sìejalan dìengan asas lìegalitas dalam hìukìum 

                                                   
20 EddyiO.S., 2024, Prinsipi–iPrinsip HìukìumìuPidaìnaì Edisi Pìenyìesìuaìiaìn KUHP Naìsionaìl, Dìepok: 

PT Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, Haìl 145. 

21ChaìirìulìuHìudaì,ìu2006,ìuDaìri Tiaìdaì PidaìnaìmTaìnpaì KìesaìlaìhaìnmMìenìujìu KìepaìdaìmTiaìdaì 

PìertaìnggìungjaìwaìbaìnnPidaìnaì TaìnpaììuKìesaìlaìhaìn,kJaìkaìrtaì: Kìencaìnaì PrìenaìdaììuMìediaì, Haìl 4. 
22 TìegìuhìePraìsìetyo,i2010, HìukìumìuPidaìnaì, Dìepok: RaìjaììeGraìfindoìePìersaìdaì, Haìl 86. 
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pidana Indonìesia, yang dir ìumìuskan dalam ìungkapan nìullìum dìelictìum nìulla 

poìena sinìe praìevia lìegìe poìenali, artinya tidak ada pìerbìuatan yang dapat 

dipidana tanpa kìet ìent ìuan hìukìum yang mìengat ìurnya tìerlìebih dahìulìu. Dìengan 

dìemikian, sìuatìuìepìerbìuatanìebarìu dapat dianggapìesìebagai tindak pidanaiapabila 

sìebìelìumnya tìelahidiat ìur sìecara jìelas dalam ìundang-ìundang sìebagainpìerbìuatan 

yangndilarangndanndiancamnpidana.23 

 

Hìukìum pidanamIndonìesia jìuga mìenìegaskan bahwa yang dapat 

dipìertanggìungjawabkan hanyalah pìerbìuatan yang bìenar-bìenar nyata dan tampak 

sìecara lahiriah. Niat ataìu pikiran sìesìeorang tidak dapat dijadikan dasar 

pìemidanaan, sìebagaimana dit ìegaskan dalam asas cogitationis poìenam nìemo 

patitìur, yang bìermakna bahwa tidak ada hìukìuman tanpa pìerbìuatan yang bìenar-

bìenar dilakìukan. 

 

2. Kìesalahan, Simons mìenjìelaskan kìesalahan mìerìupakan dasar ìunt ìuk 

pìertanggìunganjawab dalam hìukìum pidana, la bìerìupa kìeadaan psychisch dari si 

pìembìuat dan hìubìungannya t ìerhadap pìerbìuatannya, dan dalam arti bahwa 

bìerdasarkan kìeadaan psychisch it ìu pìerbìuatannya dapat dicìelakan kìepada si 

pìembìuat.24 Sìuatìu hal dapat diminta pìertanggìungjawaban pidananya jika 

pìerbìuatannya mìerìupakan kìesalahan karìena mìengakibatkan timbìulnya kìeadaan 

yang dilarang olìeh hìukìum. Kìesalahan sìelalìu mìelìekat pada orang yang bìerbìuat 

salah sìebagaimana adagiìum facinìus qìuos inqìuinat aìeqìuat. Kìesalahan bìertalian 

dìengan dìua hal, yait ìu sifat dapat dicìelanya (vìerwijtbaarhìeid) pìerbìuatan dan 

sifat dapat dihindarkannya (vìermijdbaarhìeid) pìerbìuatan mìelawan hìukìum.25 

Kìesalahan tìersìebìut harìus mìemìenìuhi 2 ìunsìur yait ìu kìelalaian (cìulpa) dan 

kìesìengajaan (opzìet). 

 

 

 

                                                   
23 Moìeljaìtno, 2008,iAsaìs-AsaìsìuHìukìumìuPidaìnaììu(EdisinRìevisi), jJaìkaìrtaì: RìenikaìfCiptaì, Haìl 25. 
24 Diaìh Gìustiniaìti daìn Bìudi Riski Hìusin, 2018, Pìembaìhaìrìuaìn Hìukìum Pidaìnaì di Indonìesiaì, Baìndaìr 

Laìmpìung: Pìusaìkaì Mìediaì, Haìl 99. 

25 Oddy O. S, Op. Cit., Haìl 148. 
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a. Kìelalaian (cìulpa) 

Kìelalaian mìerìujìuk pada sìuat ìu pìerbìuatan yang dilakìukan sìecara tidak sìengaja 

tanpa niat jahat, namìun t ìetap dianggap sìebagai sìuatìu pìerbaìutan mìelawan 

hìukìum karìena kìelalaian ini mìenandakan bahwa pìelakìu tidak bìerhati-hati dalam 

bìertindak sìerta dianggap tidak mìempìerkirakan dampaknya yang bias saja 

mìenyìebabkan kìerìugian bagi orang lain. Tindak pidana yang mìemiliki ìunsìur 

kìealpaan (dìelik cìulpa) dirìumìuskan dìengan :26  

 

1) “Karìena kìelalaian/karìena salah”, dalam pasal 359 KUHP, Pasal 360 

KUHP, Pasal 188 KUHP. Kìealpaan mìerìupakan kìesalahan yang lìebih 

ringan dari kìesìengajaan. Syarat ìuntìuk adanya kìealpaan mìenìurìut Van 

Hamìel adalah “tidakmmìengadakanmpìendìuga-dìugaan sìebagaimana 

diharìuskanmolìehmhìukìum, dan tidakmmìengadakanmpìenghati-hatian 

sìebagaimanandiharìuskannolìehnhìukìum”.  

2) “Tidak ada alasan yang mìenghapìus kìesalahan (anasir toìerìekìenbaarhìeid)”.  

 

Macam-macam kìelalaian mìenìurìut hìukìum positif Indonìesia t ìerbagi atas 

bìebìerapa macam, diantaranya: 

1) Kìelalaian yang mìembahayakan kìepìentingan ìumìum (Pasal 188 KUHP). 

2) Kìelalaian yang mìenyìebabkan kìematian (Pasal 359 KUHP). 

3) Kìelalaian yang mìenyìebabkan orang lain lìuka bìerat (Pasal 360 KUHP). 

4) Kìelalaian yang mìenyìebabkan rìusaknya fasilitas ìumìum ataìu harta bìenda 

milik orang lain (Pasal 409 KUHP). 

 

Kìelalaian sìesìeorang it ìu harìusidit ìent ìukan sìecarainormatif, danitidak 

sìecaraifisik ataìuypsikis, maksìudnyaìetidaklah mìungkinìudikìetahìui bagaimana 

sikapìebatin sìesìeorangiyangisìesìunggìuhnya, makaìuharìuslah dit ìetapkanìedari 

lìuarìebagaimana sìeharìusnyayia bìerbìuatìudìengan mìengambiliìukìuran sikapìubatin 

orangìepada ìumìumnyanapabila adaìedalam sit ìuasinyang samandìengan si 

pìembìuat. 

 

 

                                                   
26 I Kìetìut Mìerthaì, dkk, 2016, Bìukìu Ajaìr Hìukìum Pidaìnaì, Baìli : Faìkìultaìs Hìukìum Univìersitaìs 

Udaìyaìnaì, Haìl 97. 
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b. Kìesìengajaan (opzìet) 

Kìesìengajaan yang dimaksìud disini adalah mìemiliki niat dalam mìelakìukan 

sìuat ìu pìerbìuatan mìelanggar hìukìum. Kìesìengajaan ini dapat jìuga diartikan bahwa 

pìelakìu dianggap sadar dìengan sìepìenìuhnya atas tindakan yang dilakìukan dan 

mìemiliki t ìujìuan yang bìurìuk. Adapìun jìenis-jìenis kìesìengajaan, yait ìu antara 

lain:27 

1) Sìengajansìebagainmaksìud (opzìetialsioogìemark). Kìesìengajaan sìebagai 

maksìud adalah kìesìengajaan ìunt ìuk mìencapai sìuat ìu tìujìuan.  

2) Sìengajandìengannkìesadarannt ìentangnkìepastian (opzìetimìet bìewìusthìeid van 

zakìerhìeid of noodzakìelijkhìeid). Kìesìengajaan sìebagai kìepastian ataìu 

kìeharìusan adalah kìesìengajaan yang mìenimbìulkan dìua akibat, yait ìu 

dikìehìendaki olìeh pìelakìu, sìedangkan akibat kìedìua, tidak dikìehìendaki, 

tìetapìu pasti ataìu harìus tìerjadi. 

3) Sìengajandìengannkìesadarannkìemìungkinan sìekali tìerjadi (opzìet mìet 

warschijkhìeidbìewìustzjin). Pìelakìu mìenyadari kìemìungkinan tìerjadinya 

akibat lain yang sìebìenarnya tidak dikìehìendaki, namìun kìesadaran it ìu tidak 

mìembìuat pìelakìu mìembatalkan niatnya. 

Kìesìengajaan mìerìupakan ìunsìur pìenting dalam pìertanggìungjawaban pidana, 

bìerikìut tìerdapat 2 (dìua) tìeori kìesìengajaan, yait ìu: 

1) Tìeori Kìehìendak (Willsthìeori) 

Tìeori ini dikìemìukakan olìeh Von Hippìel dalam bìukìunya “Diìe Grìenzìe von 

Vorsatz ìund Fahlassigkìeit, 1930”. Mìenìurìut tìeori ini, kìehìendak mìerìupakan 

hakikat dari sìengaja it ìu. Sìengaja bìerarti bahwa pìerbìuatan akibat sìuatìu 

pìerbìuatan dikìehìendaki dan ini t ìernyata apabila akibat it ìu sìunggìuh-

sìunggìuh dimaksìud olìeh pìerbìuatan yang dilakìukan tìersìebìut.28 

2) Tìeori Mìembayangkan (Voorstìellings-thìeoriìe) 

Tìeori ini dikìemìukakan olìeh Frank dalam t ìulisan (Uìebìer dìen Aìufbaìu dìes 

Schìuldbìegriffs, dalam t ìulisan Fìestschrift Giìeszìen, 1970). Ia mìengatakan 

bahwa sìecara psikologis, tidak mìungkin sìuat ìu akibat dapat dikìehìendaki. 

Manìusia tidak mìungkin dapat mìenghìendaki sìuat ìu akibat. Ia hanya dapat 

mìembayangkan, mìenginginkan ataìu mìengharapkan sìuat ìu akibat. 

Pìerbìuatan ini adalah sìengaja jika sìuat ìu akibat (yang timbìul karìena sìuat ìu 

                                                   
27 Oddy O. S., Op. Cit., Haìl 162-163. 

28 Haìriaìti Kaìliaì, 2013, Pìembìuktiaìn Tindaìk Pidaìnaì dìengaìn Tìeraìng-Tìeraìngaìn daìn Tìenaìgaì Bìersaìmaì 

Mìenggìunaìkaìn Kìekìeraìsaìn Tìerhaìdaìp Oraìng yaìng Mìengaìkibaìtkaìn Lìukaì-Lìukaì (Stìudi Pìutìusaìn Nomor 

: 256/PID.B/2010/PN.DGL), Jìurnaìl Ilmìu Hìukìum Lìegaìl Opinion, Vol 1, No 4, Haìl 5. 
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pìerbìuatan) dibayangkan sìebagai maksìud (pìerbìuatan it ìu) dan karìena it ìu 

Tindakan yang bìersangkìutan dilakìukan sìesìuai dìengan bayangan yang 

tìerlìebih dahìulìu dibìuat tìersìebìut.29 

 

3. Adanya pìembìuat yang dapat bìertanggìung jawab, kìemampìuan ìunt ìuk 

bìertanggìung jawab mìemiliki hìubìungan yang sangat ìerat dìengan kondisi 

psikologis sìesìeorang. Aspìek ini mìenjadi salah satìu ìunsìur ìutama dalam 

mìenìent ìukan apakah pìelakìu sìuat ìu tindak pidana dapat dimintai 

pìertanggìungjawaban atas pìerbìuatannya. Dalam prosìes pìeradilan, kìemampìuan 

bìertanggìung jawab mìenjadi dasar bagi hakim ìunt ìuk mìenilai layak tidaknya 

pìelakìu dijat ìuhi pidana. Olìeh karìena it ìu, sìebìelìum mìenjat ìuhkan hìukìuman, hakim 

harìus mìemastikan t ìerlìebih dahìulìu bahwa pìelakìu mìemiliki kìemampìuan ìunt ìuk 

mìemahami dan mìengìendalikan pìerbìuatannya. Apabila tìerbìukti bahwa pìelakìu 

tidak mìemiliki kìemampìuan tìersìebìut, maka ia tidak dapat dipidana, mìeskipìun 

tìelah mìelakìukan pìerbìuatan yang mìemìenìuhi ìunsìur tindak pidana. 

 

Mìenìurìut Andi Zainal Abidin, KUHP tidak sìecara ìeksplisit mìengat ìur 

kìemampìuan bìertanggìung jawab, tìetapi jìustrìu sìebaliknya mìelalìui Pasal 44 

KUHP, yang mìenyatakan bahwa pìelakìu dìengan ganggìuan jiwa ataìu cacat 

pìerkìembangan mìental tidak dapat dipidana dan dapat dip ìerintahkan mìenjalani 

pìerawatan di rìumah sakit jiwa.30 Kìetidakmampìuan bìertanggìung jawab 

biasanya disìebabkan olìeh: 

a. Ganggìuan jiwa sìejak lahir ataìu kìecil, sìepìerti kìelainan int ìelìekt ìual 

pìermanìen; 

b. Ganggìuan jiwa yang mìuncìul kìemìudian, misalnya karìena strìes bìerat ataìu 

pìenyakit mìental sìemìentara. 

Kìemampìuan bìertanggìung jawab jìuga bìerkaitan dìengan ìusia pìelakìu. Anak-anak 

bìelìum mìemiliki kìematangan psikologis ìunt ìuk mìembìedakan bìenar dan salah 

sìecara ìutìuh, sìehingga tidak sìepat ìutnya dipìerlakìukan sama dìengan orang 

                                                   
29 P. A. F. Laìmintaìng, 2007, Daìsaìr-Daìsaìr Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì, Baìndìung: Sinaìr Baìrìu, Haìl 311. 

30 Andi Zaìinaìl Abidin, 2007, Hìukìum Pidaìnaì I Cìetaìkaìn Kìe-2, Jaìkaìrtaì : Sinaìr Graìfikaì, Haìl 260. 
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dìewasa dalam prosìes pidana. Pìendìekatan pìembinaan dan pìerlindìungan lìebih 

sìesìuai dìemi kìepìentingan t ìerbaik bagi anak.31 

4. Tidak ada alasan pìemaaf, Rìuslan Salìeh mìengatakan bahwa tiada tìerdapat 

“alasan pìemaaf”, yait ìu kìemampìuan bìertanggìungjawab, bìent ìuk kìehìendak 

dìengan sìengaja ataìu alpa, tiada tìerhapìus kìesalahannya ataìu tiada t ìerdapat 

alasan pìemaaf, adalah t ìermasìuk dalam pìengìertian kìesalahan (schìuld).32 Alasan 

pìemaaf ataìu yang bisa jìuga disìebìut dìengan alasan pìembìenar adalah sìebìuah 

alasan sìesìeorang tidak dapat dipidana. Alasanìepìembìenar adalah alasanìeyang 

mìenghapìuskanisifat ìumìelawan hìukìum atas sìuat ìuipìerbìuatan, sìehingganapa 

yangìedilakìukan olìehit ìerdakwa dapat dianggap mìenjadiìupìerbìuatan pat ìutidan 

bìenar. Alasan pìemaaf adalah alasan ìunt ìuk mìenghapìuskan kìesalahan t ìerdakwa, 

pìerbìuatannya t ìetap dianggap mìelawan hìukìum dan dianggap mìelakìukan 

pìerbìuatan pidana tìetap tidakidipidanaikarìenaitidakiadainyaiìunsìurikìesalahan.33 

 

C. Jìenis Sanksi Pidana tìerhadap Anak 

Sist ìemihìukìum pidanaiada dìuaijìenis sanksiiyang mìempìunyaiikìedìudìukan yang 

sama, yait ìuìusanksi pidanaidan sanksiitindakan. Sanksinpidana mìerìupakanìejìenis 

sanksinyang palingìebanyak digìunakanidi dalamimìenjat ìuhkan hìukìumanit ìerhadap 

sìesìeorangnyang dinyatakangbìersalah mìelakìukangpìerbìuatan pidana.34 Sanksi 

diartikangsìebagai tanggìungan,itindakan,ihìukìuman ìunt ìuk mìemaksaiorang mìenìepati 

pìerjanjiangataìu mìenaati kìet ìent ìuangìundangìundang.35 Sanksi tindakanimìerìupakan 

jìenis sanksi yang lìebih banyak dilìuar KUHP,ibìent ìuk-bìent ìuknyapyait ìu bìerìupa 

pìerawatanìedi rìumahisakit dangdikìembalikan pada orangìetìuanya ataìuiwalinya bagi 

orangnyang tidakomampìu bìertanggìungijawab danganak yangimasih dibawah 

ìumìur. 

Pìenjat ìuhanipidana bìukanisìemata-mata sìebagainpìembalasan dìendami. Akan tìetapi 

                                                   
31 AgìusoRìusiaìnto, 2016, TindaìkiPidaìnaìndaìn PìertaìnggìungjaìwaìbaìniPidaìnaì, Jaìkaìrtaì:iPrìenaìdaìmìediaì 

Groìup, Haìl 80. 

32 E.Y.yKaìntìer &iS. RiSiaìntìuri,iAsaìs-AsaìsiHìukìumiPidaìnaì di IndonìesiaìidaìniPìenìeraìpaìnnyaì, Jaìkaìrtaì: 

StorinGraìfikaì, Haìl 25. 
33 Moìeljaìtno, 2002, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, Haìl 137. 

34 Maìhrìus Ali, 2015, Daìsaìr-Daìsaìr Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, Haìl 193. 

35 Ibid., Haìl 202. 
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yang paling pìenting adalah pìembìeriangbimbingan dangpìengayoman. Pìengayoman 

sìekaligìusikìepada masyarakatidan kìepada t ìerpidana sìendiri agar mìenjadi insaf dan 

dapatimìenjadi anggotanmasyarakat yangibaik. Pìenjat ìuhangsanksi pidanant ìerhadap 

pìelanggarìehìukìum sìeringkalindianggap sìebagaiìut ìujìuan darithìukìum pidana. Olìeh 

sìebabìuit ìu, apabilaipìelanggar t ìelahidiajìukan kìenmìuka sidangikìemìudian dijat ìuhi 

sanksiìepidana, makarpìerkara pìelanggaran hìukìumidianggap t ìelahibìerakhir. Dalam 

hìukìumipidana,iancaman saksi pidananbìukan sajaibìerfìungsi sìebagainalat pìemaksa 

agariorang tidakimìelanggar hìukìum, t ìetapiijìuga sìebagainalat pìemaksaragar sìemìua 

orangimìentaati normallain yangiada dalamimasyarakat.36 

 

Sìecara ìumìum pìerlìu dipìertimbangkan dalam hal pìembìerian sanksi yang akan 

dikìenakan kìepada anak pìelakìuitindak pidanaiadalah apakahìusanksi it ìu sìunggìuh-

sìunggìuhimìencìegah t ìerjadinyaptindak pidana anak,iapakah sanksi it ìu tidak 

bìerakibatitimbìulnya kìeadaanglìebih mìerìugikangatas diri anak pìelakìu tindak pidana 

(stigmatisasi), daripada apabilaitidakidikìenakan sanksi, daniapakah tidak ada 

sanksillain yang dapatimìencìegah sìecarayìefìektif dìengan kìerìugian yang lìebih kìecil.37 

 

Sanksi adalah sìebìuah bìent ìuk konsìekìuìensi atas pìelanggaran yang dilakìukan olìeh 

sìesìeorang yang mìelanggar hìukìum, t ìermasìuk anak. Sìelanjìutnya pìenting ìunt ìuk 

mìengìetahìui bahwa sanksi t ìerhadap anak dapat dilakìukan dìengan bìebìerapa tindakan 

tanpa mìenjat ìuh pidana pokok, yakni:38 

1. Pìengìembalianikìepadaiorangit ìua,iwali,iataìuipìengasìuhnya; 

2. PìenyìerahanikìepadaiPìemìerintah; 

3. Pìenyìerahanikìepadaisìesìeorang; 

4. Kìeharìusanimìengikìuti sìuatìuilatihan yangidiadakan olìehipìemìerintah ataìuibadan 

swasta; 

5. Pìencabìutanisìuratiizinimìengìemìudi; 

6. Pìerampasanikìeìuntìunganiyangidipìerolìehidari tindakipidana; 

7. Pìerbaikaniakibatitindakipidana; 

8. Rìehabilitasi;iataìu 

9. Pìerawatanidiilìembaga. 

Dalam sist ìem pìeradilan pidana, anak yang bìerhadapan dìengan hìukìum (ABH) 

                                                   
36 

Mìustaìkim Maìhmìud, 2019, Pìenìeraìpaìn SaìnksiiPidaìnaì Anaìkimìenìurìut Undaìng-Undaìng Sistìem 

Pìeraìdilaìn Pidaìnaì Anaìk, Indonìesiaì Joìurnaìl of Criminaìl Laìw, Vol 1, No 2, Haìl 3. 

37 Maìkhrìus Mìunaìjaìt, Op. Cit., Haìl 165. 

38 Ibid., Haìl 6-7. 



27 

 

 

mìemiliki pìerlakìuan khìusìus yang bìerbìeda dari orang dìewasa. Hal ini sìejalan dìengan 

prinsip pìerlindìungan anak yang tìertìuang dalam bìerbagai konvìensi int ìernasional dan 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan di Indonìesia. Sìebagai nìegara yang mìengakìui hak-

hak anak, Indonìesia mìengadopsi asas-asas pidana anak yang bìertìujìuan ìunt ìuk 

mìenjamin kìesìejaht ìeraan, rìehabilitasi, dan rìeint ìegrasi sosial anak, alih-alih sìekadar 

mìembìerikan hìukìuman. Asas-asas ini mìencìerminkan pìemahaman bahwa anak 

masih dalam prosìes pìerkìembangan dan mìemiliki potìensi ìunt ìuk bìerìubah mìenjadi 

pribadi yang lìebih baik. Adapìun asas-asas Pìeradilan Pidana Anak mìenìurìut UU 

SPPA yait ìu:39 

1. Pìerlindìungan, mìelipìuti kìegiatan yang bìersifat langsìung dan tidak langsìung 

dari tindakan yang mìembahayakan anak sìecara fisik dan/ataìu psikis. 

2. Kìeadilan, bahwa sìetiap pìenyìelìesaian masalah pìerkara anak harìus 

mìencìerminkan rasa kìeadilan bagi anak. 

3. Nondiskriminasi, tidak adanya pìerlakìuan yang bìerbìeda bìerdasarkan pada 

sìukìe, againa, ras, golongan, jìenis kìelamin, ìetnik, bìudaya dan bahasa, stalìus 

hìukìumnya anak, ìurìutan kìelalìuran anak, sìerta kondisi fisik dan/ataìu mìental. 

4. Kìepìentingan Tìerbaik bagi Anak, sìegala ìundakan dan pìengarìubilan kìepìut ìusan 

haras mìenjadi pìertimbangan 

5. Pìenghargaan Tìerbaik bagi Anak, mìembìerikan kìebìebasan kìepda anak dalam 

rangka mìengìembangkan kìebìebasan kìepada anak dalam rangka 

mìengìembangkan krìeatifitas dan int ìelìekt ìualitasnya. 

6. Kìelangsìungan Hidìup dan Tìumbìuh Kìembang Anak, hak asasi yang paling 

mìendasar yang wajib dilindìungi olìeh nìegara dan siapapìun. 

7. Pìembinaan dan Pìembimbingan Anak. 

8. Proporsional, sìegala pìerlakìuan tìerhadap anak harìus mìempìerhatikan batas 

kìepìerlìuan, ìumìur, dan kondisi anak. 

9. Pìerampasan Kìemìerdìekaan dan Pìemidanaan Sìebagai Upaya Tìerakhir, karìena 

pada dasarnya anak tidak dapat dirampas k ìemìerdìekaannya kìecìuali t ìerpaksa 

gìuna kìepìentingan pìenyìelìesaian pìerкага. 

10. Pìenghindaran Pìembalasan, mìenjaìuhkan ìupaya pìembalasan dalam prosìes 

pìeradilan pidana. 

 

D. Tinjaìuan Umìum tìentang Tindak Pidana Kìekìerasan Mìengakibatkan 

Kìematian 

 

1. Pìengìertian Tindak Pidana 

Pìengìertian Tindak Pidana (strafbaarf ìeit/dìelict/criminal act) yang sìelama ini 

dikìembangkan olìeh doktrik, dir ìumìuskan sìecarait ìegas dalamiRancangan Undang-

                                                   
39 Abintoro Praìkoso, 2013, Pìembaìrìuaìn Sistìem Pìeraìdilaìn Anaìk, Yogyaìkaìrtaì: Laìksbaìng Graìfikaì, 

Haìl 95-99. 
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Undang. Pasal 11 ayat (1) mìenìetapkan bahwa: “Tindak Pidana adalah p ìerbìuatan 

mìelakìukan ataìu tidak mìelakìukan sìesìuat ìu yang olìeh pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

dinyatakan sìebagai pìerbìuatan yang dilarang dan diancam dìengan pidana”.40 Tindak 

pidanaimìerìupakan pìengìertiangdasar dalamihìukìum pidana (yìuridisnnormatif). 

Kìejahataniataìu pìerbìuatanijahat bisandiartikan sìecara yìuridis ataìu kriminologis. 

Kìejahatan ataìu pìerbìuatan jahat dalam arti yìuridis normatif adalahipìerbìuatan sìepìerti 

yangit ìerwìujìud iniabstracto dalamipìeratìuran pidana.  

 

Tindak pidana ataìu dìelik bìerasal dari istilah yang dikìenal dalam hìukìum pidana 

Bìelanda yait ìu strafbaarf ìeit. Walaìupìun istilah ini t ìerdapat dalam Wìetboìek van 

Strafrìecht (WvS) Bìelanda, tìetapi tidak ada pìenjìelasan rìesmi t ìentang yang dimaksìud 

dìengan strafbaarfìeit it ìu. Olìeh karìena it ìu para ahli hìukìum bìerìusaha ìunt ìuk 

mìembìerikan arti dan isi dari istilah it ìu dan sampai kini bìelìum ada kìesìeragaman 

pìendapat tìentang rìumìusan ilmiah strafbaarfìeit it ìu sìendiri. Pìembìent ìukan ìundang-

ìundang Indonìesia tìelah mìenìerjìemahkan pìerkatan strafbaarfìeit sìebagai tindak 

pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana tanpa mìembìerikan sìesìuat ìu 

pìenjìelasan mìengìenai yang dimaksìud dìengan pìerkataan strafbaarfìeit tìersìebìut. 41 

 

Tindak pidana jìuga sìering digìunakan dalam pìerìundang-ìundangan mìeskipìun kata 

“tindak” lìebih pìendìek daripada “pìerbìuatan” tapi “tindak” tidak mìenìunjìuk kìepada 

hal yang abstrak sìepìerti pìerbìuatan, tìetapi hanya mìenyatakan kìeadaan konkrìet, 

sìebagaimana halnya dìengan pìeristiwa pìerbìedaan bahwa tindak adalah kìelakìuan, 

tingkah lakìu, gìerak-gìerik ataìu sikap jasmani sìesìeorang, tindakan dan bìertindak dan 

bìertindak dan bìelakangan jìuga sìering dipakai “ditindak”. 42 

 

 

 

 

2. Tindak Pidana Kìekìerasan 

                                                   
40 M. Ali Zaìidaìn, 2015, Mìenìujìu Pìembaìhaìrìuaìn Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Sinaìr Gaìrfikaì, Haìl 370. 
41 Tri Andrismaìn, 2009, Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, Haìl 60. 

42 Moìeljaìtno, Op.Cit., Haìl 60. 
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Tindak Pidana mìenìurìut Moìeljatno adalah pìerilakìu yang mìelanggar sìuat ìu atìuran 

hìukìum dan dapat dikìenakan sanksi pidana.43 Sanksi pidana dapat bìerìupa hìukìuman 

pìenjara, dìenda, ataìu dapat bìerìupa hìukìuman pìenjara, dìenda, ataìu sanksi lainnya yang 

diat ìur dalam ìundang-ìundang. Tindak pidana dapat dilakìukan olìeh siapa saja, 

tìermasìuk anak-anak dibawah ìusia 18 tahìun.  Mìenìurìut Thomas Hobbìes, kìekìerasan 

mìerìupakan sìesìuat ìu yang alamiah dalam man ìusia karìena dapat dikìuasai olìeh 

dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, bìenci sìehingga mìenjadi jahat, bìuat, 

kasar, dan bìerpikir pìendìek.  

 

Dìefinisi kìekìerasan mìenìurìut Pasal 89 KUHP mìelakìukan kìekìerasan dapat diartikan 

mìenjadi mìempìergìunakan tìenaga ataìu kìekìuatan jasmani yang tidak kìecil ataìu sìekìuat 

mìungkin sìecara tidak sah sìehingga orang yang tìerkìena tindakan tìersìebìut mìerasakan 

sakit yang sangat. Batasan pìengìertian pada masing-masing bìent ìuk kìekìerasan ini 

mìengikìuti batasan yìuridis yakni sìebagaimana dalam pìengìertian mìenìurìut Kitab 

Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP). Bìerikìut batasan kìekìerasan t ìersìebìut: 

a. Dijìelaskan pada Pasal 352 KUHP, pìenganiayaan ringan apabila pìenganiayaan 

tìersìebìut tidak mìengakibatkan sakit ataìu halangan ìunt ìuk mìenjalankan pìekìerjaan 

dìengan mìendapat ancaman pidana pìenjara maksimal tida bìulan 

b. Pada Pasal 351 KUHP, pìenganiayaan biasa dapat diartikan apabila ada 

kìesìengajaan bìerbìuat yang mìenimbìulkan rasa sakit ataìu lìuka dìengan mìendapat 

ancaman pidana pìenjara maksimal dìua tahìun dìelapan bìulan. 

c. Sìedangkan pada Pasal 354 KUHP, dapat tìermasìuk kìedalam pìenganiayaan bìerat 

apabila tindakan t ìersìebìut bìertìujìuan ìunt ìuk mìelìukai orang lain dìengan mìendapat 

ancaman pidana pìenjara maksimal dìelapasan tahìun. 

 

3. Pìengìertian Kìekìerasan Mìengakibatkan Kìematian 

Kìekìerasan mìenìurìut Yìesmil Anwar diartikan sìebagai pìenggìunaan kìekìuatan fisik dan 

kìekìuatan, ancaman ataìu tindakan t ìerhadap diri sìendiri, pìerorangan ataìu sìekìelompok 

orang ataìu masyarakat yang mìengakibatkan mìemar ataìu traìuma, kìematian, 

                                                   
43 Ismìu Gìunaìdi daìn Jonaììedi Efìendi, 2014, Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Kìencaìnaì, Haìl 35. 
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kìerìugian psikologis, kìelainan pìerkìembangan ataìu pìerampasan hak.44 Kat ìegori 

kìekìerasan fisik adalah bìent ìuk yang paling mìudah dikìenali, sìepìerti mìelìempar, 

mìenìendang, mìemìukìul, mìencìekik, mìendorong, mìenggigit, mìembìent ìurkan, 

mìengancam dìengan bìenda tajam dan sìebagainya. Korban kìekìerasan jìenis ini 

biasanya tampak sìecara langsìung pada fisik korban sìepìerti lìuka mìemar, bìerdarah, 

patah, pingsan, dan bìent ìuk lain yang kondisinya lìebih bìerat. Kìekìerasan nyata yang 

dapat dilihat, dirasakan olìeh t ìubìuh. Wìujìud kìekìerasan fisik bìerìupa pìenghilangan 

kìesìehatan ataìu kìemampìuan normal t ìubìuh sampai pada pìenghilangan nyawa 

sìesìeorang.  

 

Tindak Pidana Kìekìerasan yang mìengakibatkan kìematian tìermasìuk kìedalam jìenis 

pìenganiayaan bìerat dan diat ìur dalam Pasal 354 KUHP. Pìerbìuatan bìerat ataìu dapat 

disìebìut jìuga mìenjadikan bìerat pada tìubìuh orang lain. Har ìuslah  dilakìukan  dìengan  

sìengaja olìeh orang yang mìenganiayanya. Unsìur-ìunsìur pìenganiayaan   bìerat, antara   

lain: Kìesalahan (kìesìengajaan), Pìerbìuatannya (mìelìukai sìecara bìerat), Obyìeknya 

(tìubìuh  orang  lain), Akibatnya (lìuka bìerat). Apabila dihìubìungkan dìengan ìunsìur 

kìesìengajaan maka kìesìengajaan ini harìus sìekaligìus dit ìujìukan baik tìerhadap 

pìerbìuatannya, (misalnya    mìenìusìuk    dìengan pisaìu),  maìupìun  tìerhadap  akibatnya  

yakni  lìuka bìerat.45 Kìekìerasan mìerìupakan tindakan yang mìelibatkan pìenggìunaan 

kìekìuatan fisik ataìu ancaman sìecara sìengaja dìengan tìujìuan mìelìukai, mìerìusak, ataìu 

mìengintimidasi orang lain.  Namìun, dalam sìejìumlah kasìus, kìekìerasan fisik yang 

awalnya tìerlihat sìebagai tindakan ringan dapat bìerkìembang mìenjadi pìenganiayaan 

bìerat. Dalam KUHP Pasal 354 t ìerdapat 2 (dìua) bìent ìuk pìenganiayaan bìerat, yait ìu : 

a) Pìenganiayaan bìerat biasa (ayat 1) 

“Barang siapa dìengan sìengaja mìelìukai bìerat orang lain, dihìukìum karìena 

pìenganiayaan bìerat, dìengan pidana pìenjara paling lama dìelapan tahìun.” 

b) Pìenganiayaan bìerat  yang  mìenimbìulkan kìematian (ayat 2) 

“Jika pìerbìuatan it ìu mìengakibatkan kìematian orangnya, maka yang 

bìersalah dihìukìum dìengan pidana pìenjara paling lama sìepìulìuh tahìun.” 

                                                   
44 Yìesmil Anwaìr, 2004, Saìaìt Mìenìuaìi Kìejaìhaìtaìn: Sìebìuaìh Pìendìekaìtaìn Sosiokìultìuraìl Kriminologi 

Hìukìum, Baìndìung: UNPAD Prìess, Haìl 54. 
45 Hiro R. R. Tompodìung, 2021, Kaìjiaìn Yìuridis Tindaìk Pidaìnaì Pìengaìniaìyaìaìn Yaìng Mìengaìkibaìtkaìn 

Kìemaìtiaìn, Lìex Crimìen, Vol 10, No 4, Ha ìl 5. 
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E. Dasar Pìertimbangan Hakim dalam M ìenjatìuhkan Pìutìusan 

Pìertimbangan Hakim mìerìupakan salah sat ìu aspìek tìerpìenting dalam mìenìent ìukan 

tìerwìujìudnya nilai-nilai dari sìuat ìu pìutìusan hakim yang mìengandìung kìeadilan (ìex 

aìeqìuo ìet bono), mìengandìung kìepastian hìukìum, sìerta manfaat bagi para pihak yang 

bìersangkìutan, sìehingga pìertimbangan hakim ini dapat dikatakan cìermat, baik, dan 

tìeliti.46 Biasanya, pìembahasan jìuga mìencakìup analisis t ìerhadap sìuatìu kìejadian 

hìukìum yang dihìubìungkan dìengan ìunsìur-ìunsìur dari tindak pidana. Dari analisis it ìu, 

kìemìudian lahirlah sìebìuah pìutìusan hìukìum. Pìut ìusan ini mìerìupakan hasil dari prosìes 

bìerpikir yang mìendalam dan tìerstrìuktìur, di mana majìelis hakim mìemìegang pìeran 

ìutama dalam mìenìent ìukannya. Bìerdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Acara Pidana tìepatnya pada pasal 191, tìerdapat bìebìerapa jìenis pìut ìusan, yait ìu:47 

a. Pìutìusan bìebas dari sìegala t ìudìuhan hìukìum, pìutìusan bìebas dapat dijat ìuhkan 

jika t ìerdakwa sìecara sah dinyatakan tidak t ìerbìukti mìelakìukan tindak pidana 

yang didakwakan.  

b. Pìutìusan lìepas dari sìegala t ìunt ìutan, pìutìusan ini dapat dijat ìuhkan jika sìesìeorang 

tìerbìukti mìelakìukan sìuat ìu pìerbìuatan sìecara sah dan mìeyakinkan, namìun 

pìerbìuatannya t ìernyata bìukan t ìermasìuk tindak pidana, mìelainkan tìergolong 

sìebagai pìerkara pìerdata ataìu jìenis tindak pidana lain. 

c. Pìutìusan yang mìengandìung pìemidanaan, pìutìusan pìemidanaan tìercantìum 

dalam Pasal 193 KUHAP, yang bìerarti tìerdakwa dijat ìuhi hìukìuman sìesìuai 

dìengan kìet ìent ìuan hìukìum.  

 

Pìutìusan pìengadilan dianggap sah dan mìemiliki kìekìuatan hìukìum jika dibacakan 

dalam sidang tìerbìuka ìunt ìuk ìumìum, sìepìerti yang diat ìur dalam Pasal 13 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman. Hal ini 

pìenting ìunt ìuk mìemastikan bahwa hìukìum dan kìeadilan bìenar-bìenar dit ìegakkan. 

Sìelain it ìu, lìembaga pìeradilan harìus bìerdiri sìendiri dan tidak bolìeh dipìengarìuhi olìeh 

pihak manapìun, tìermasìuk lìembaga pìemìerintahan.48 Dalam mìemìut ìus sìuatìu pìerkara, 

hakim mìemiliki tiga pìertimbangan, yait ìu: 

1. Pìertimbangan Yìuridis 

                                                   
46 Jìenggis Khaìn Haìikaìl, 2023, Anaìlisis Pìertimbaìngaìn Haìkim daìlaìm Mìenjaìtìuhkaìn Pidaìnaì Pìutìusaìn 

Bìebaìs tìerhaìdaìp pìelaìkìu Tindaìk Pidaìnaì Jìuaìl Bìeli Taìnaìh, Jaìwaì Tìengaìh : Amìertaì Mìediaì, Haìl 5. 

47 Ghoniyaìh Zìulindaìh Maììulidyaì, dkk, 2023, Raìtio Dìecidìendi Pìutìusaìn, Jìenis-jìenis Pìutìusaìn daìn 

Upaìyaì Hìukìum tìerhaìdaìp Pìutìusaìn yaìng Tìelaìh Mìemiliki Kìekìuaìtaìn Hìukìum Tìetaìp Ditinjaììu daìri 

Prìespìektif Hìukìum Acaìraì Pidaìnaì di Indonìesiaì, HUKMY : Jìurnaìl Hìukìum, Vol 3, No 1, Haìl 8-10. 

48 Yìulkaìrnaìini Sirìegaìr daìn Zìetriaì Ermaì, 2023, Kìekìuaìsaìaìn Kìehaìkimaìn, Taìsikmaìlaìyaì : Pìerkìumpìulaìn 

Rìumaìh Cìemìerlaìng Indonìesiaì, Haìl 2. 
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Pìertimbangan yìuridis adalah dasar hìukìum yang digìunakan hakim ìunt ìuk mìemìut ìus 

pìerkara. Artinya, hakim hanya dapat mìenjat ìuhkan hìukìuman jika ada minimal dìua 

alat bìukti yang sah, dan dari bìukti t ìersìebìut hakim yakin bahwa tindak pidana bìenar-

bìenar tìerjadi sìerta tìerdakwalah pìelakìunya.  

 

a. Dakwaan Pìenìunt ìut Umìum 

Dakwaan disìusìun dalam bìent ìuk sìurat ataìu akta yang mìemìuat ìuraian mìengìenai 

pìerbìuatan pidana yang dit ìudìuhkan kìepada t ìerdakwa. Uraian ini dir ìumìuskan 

bìerdasarkan hasil pìenyidikan dan bìerfìungsi sìebagai dasar bagi hakim dalam 

mìemìeriksa pìerkara di pìersidangan. 

 

b. Tìuntìutan Pidana 

Tìuntìutan pidana adalah pìermintaan Jaksa Pìenìunt ìut Umìum kìepada hakim ìunt ìuk 

mìenjat ìuhkan pìutìusan tìerhadap t ìerdakwa, bìerdasarkan hasil pìembìuktian di 

pìersidangan dan sìesìuai dìengan dakwaan. Dalam pìenyìusìunannya, Jaksa 

mìengìuraikan ìunsìur-ìunsìur tindak pidana yang didakwakan sìebìelìum mìenyimpìulkan 

bìent ìuk dan bìerat tìuntìutan. 

 

c. Kìet ìerangan Saksi 

Salah sat ìu alat bìukti yang diat ìur dalam Pasal 184 Ayat (1) hìurìuf a KUHAP adalah 

kìetìerangan saksi. Kìet ìerangan ini mìerìupakan pìernyataan saksi t ìentang sìuat ìu 

pìeristiwa pidana yang ia dìengar, lihat, dan alami sìendiri, sìerta disampaikan di 

pìersidangan di bawah sìumpah. 

 

d. Kìet ìerangan Tìerdakwa 

Salah sat ìu alat bìukti yang diat ìur dalam Pasal 184 Ayat (1) hìurìuf ìe KUHAP adalah 

kìetìerangan t ìerdakwa. Kìet ìerangan ini mìerìupakan pìernyataan t ìerdakwa di 

pìersidangan mìengìenai pìerbìuatan yang ia lakìukan, kìetahìui, ataìu alami sìendiri, 

sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP. 

 

 

e. Barang Bìukti 
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Barang bìukti adalah bìenda yang digìunakan olìeh tìerdakwa ìunt ìuk mìelakìukan tindak 

pidana ataìu yang mìerìupakan hasil dari tindak pidana. Barang ini diajìukan di 

pìersidangan ìunt ìuk mìempìerkìuat kìetìerangan saksi, ahli, maìupìun t ìerdakwa, sìerta 

mìenìegaskan kìet ìerlibatan tìerdakwa dalam pìerbìuatan yang didakwakan. Kìehadiran 

barang bìukti mìembant ìu hakim dalam mìenilai dan mìempìertimbangkan ìunsìur-ìunsìur 

tindak pidana dalam pìerkara tìersìebìut. 

 

2. Pìertimbangan Non-yìuridis 

Pìertimbangan non-yìuridis adalah alasan hakim yang didasarkan pada kìeadaan di 

lìuar atìuran pìerìundang-ìundangan, sìepìerti kondisi pribadi pìelakìu tindak pidana 

maìupìun aspìek sosial dan str ìuktìur masyarakat. Dìengan dìemikian, dasar 

pìertimbangan hakim mìerìupakan gabìungan antara kìetìent ìuan hìukìum yang tìercant ìum 

dalam pìut ìusan dan fakta-fakta sosial yang tìerkait dìengan pìeristiwa hìukìum yang 

dilakìukan olìeh pìelakìu. 

 

Hakim harìus mampìu mìengaitkan sìetiap pasal yang rìelìevan dìengan fakta-fakta yang 

dit ìemìukan dalam pìersidangan kìe dalam pìut ìusan yang mìencìerminkan nilai-nilai 

Pancasila dan konstit ìusi dasar UUD 1945. Dìengan dìemikian, pìutìusan hakim tidak 

hanya bìersifat hìukìum sìemata, tìetapi jìuga mìengandìung nilai-nilai filosofis yang 

tinggi, sìepìerti kìet ìuhanan, kìemanìusiaan, pìersat ìuan, kìebajikan, dan kìeadilan sosial 

bagi sìelìurìuh rakyat Indonìesia.49 Hakim yang mìenangani pìerkara pidana anak 

sìeyogyanya bìenar-bìenar tìeliti dan mìengatahìui sìegala latar bìelakang anak sìebìelìum 

sidang dilakìukan. Dalam mìengambil pìut ìusan, hakim harìus bìenar-bìenar 

mìempìerhatikan kìedìewasaan ìemosional, mìental, dan int ìelìektìual anak. Bìerdasarkan 

pìenìelitian normatif, yang mìenjadi dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjat ìuhkan 

pìutìusan antara lain: 

a. Kìeadaan psikologis anak pada saat mìelakìukan tindak pidana 

b. Kìeadaan psikologis anak sìet ìelah pidana 

c. Kìeadaan psikologis hakim dalam mìenjat ìuhkan hìukìuman 

                                                   
49 Haìmidaìh Abdìurraìchmaìn, Raìhmaìt Agìung Nìugraìhaì, daìn Naìylaì Maìjìestyaì, 2020, Paìlìu Haìkim Vìersìus 

Raìsaì Kìeaìdilaìn Sìebìuaìh Pìengaìntaìr Dispaìritaìs Pìutìusaìn Haìkim daìlaìm Tindaìk Pidaìnaì Korìupsi, 

Yogyaìkaìrtaì : CV Bìudi Utaìmaì, Haìl 63. 
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Hakim harìus mìempìertimbangkan tingkat kìesìeriìusan kìenakalan yang dilakìukan olìeh 

anak. Jika mìenìurìut pìertimbangan hakim pìerilakìu tìersìebìut sìudah mìelampaìui batas 

ataìu mìembahayakan masyarakat, hakim dapat mìenjat ìuhkan pidana. Bìerdasarkan 

Pasal 51 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (1999-2000), dalam mìenjat ìuhkan 

pidana, hakim mìempìerhatikan faktor-faktor sìepìerti kìesalahan tìerdakwa, motif dan 

tìujìuan tindak pidana, cara pìelaksanaan, sikap batin pìelakìu, riwayat hidìup dan 

kondisi sosial ìekonomi, tindakan sìet ìelah mìelakìukan tindak pidana, dampak 

hìukìuman di masa dìepan, pandangan masyarakat, dampak t ìerhadap korban ataìu 

kìelìuarganya, sìerta apakah tindak pidana dilakìukan sìecara tìerìencana.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50 Maìidin Gìultom, 2008, Pìerlindìungaìn Hìukìum Tìerhaìdaìp Anaìk daìlaìm Sistìem Pìeraìdilaìn Pidaìnaì 

Anaìk di Indoìensiaì, Baìndìung : PT Rìefikaì Aditaìmaì, Haìl 120-122. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Pìendìekatan yang dilakìukan dalam pìenìelitian ini adalah sìecara yìuridis normatif dan 

didalami dìengan mìetodìe yìuridis ìempiris. 

1. Pìendìekatan Yìuridis Empiris 

Pìendìekatan hìukìum ìempiris yait ìu sìuat ìu mìetodìe pìenìelitian ìunt ìuk mìenìent ìukan 

hìukìum dan akibat hìukìum yang di lakìukan dìengan mìempìelajari mìengìumpìulkan 

data primìer yang didapat langsìung dari pìenìelitian mìelalìui obsìervasi sìecara 

mìendalam t ìerhadap pìermasalahan yang di bahas.51 Ataìu dìengan kata lain yait ìu 

pìenìelitian yang dilakìukan tìerhadap kìeadaan sìebìenarnya yang tìerjadi di 

masyarakat dìengan maksìud ìunt ìuk mìenìemìukan fakta dan data yang dibìut ìuhkan. 

 

2. Pìendìekatan Yìuridis Normatif 

Pìendìekatan Yìuridis Normatif yait ìu mìetodìe pìenìelitian yang dilakìukan 

bìerdasarkan lit ìerat ìur hìukìum yang mìendasarinya dìengan mìengkaji tìeori, 

konsìep, asas hìukìum. Undang-ìundang, dan pìeratìuran yang rìelìevan dìengan 

pìenìelitian ini. Pìenìelitian yìuridis normatif adalah pìenìelitian hìukìum yang 

mìelìetakkan hìukìum sìebagai sìebìuah bangìunan sistìem norma. Sist ìem norma 

yang dimaksìud adalah mìengìenai asas asas, norma, kaidah dari p ìerat ìuran 

pìerìundangan, pìerjanjian sìerta doktrin (ajaran). Pìenìelitian normatif ini adalah 

pìenìelitian t ìerhadap sist ìematika hìukìum, yait ìu pìenìelitian yang t ìujìuan pokoknya 

adalah ìunt ìuk mìengadakan idìentifikasi t ìerhadap pìengìertian-pìengìertian ataìu 

dasar dalam hìukìum.52 

                                                   
51 Zaìinìuddin Ali, 2009, Mìetodìe Pìenlitiaìn Hìukìum, Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, Haìl 12. 

52 Baìmbaìng Sìunggono, 2016, Mìetodologi Pìenìelitiaìn Hìukìum, Jaìkaìrtaì: Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, Haìl 

93. 
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B. Sìumbìer dan Jìenis Data 

1. Sìumbìer Data 

Didasarkan pada sìumbìernya, data dapat dipìerolìeh mìelalìui data lapangan dan data 

kìepìustakaan. Data lapangan dapat dip ìerolìeh mìelalìui mìelakìukan pìenìelitian 

dilapangan, lalìu kìepìustakaan dipìerolìeh dari bìermacam-macam sìumbìer 

kìepìustakaan. 

 

2. Jìenis Data 

a. Data Primìer 

Data primìer yait ìu data yang didapat langsìung dari objìek pìenìelitian, yait ìu 

pìelaksanaan pìut ìusan yang tidak dapat dilaksanakan (non ìexìecìutablìe) dalam pìerkara 

gìugatan sìedìerhana pìerdata di Pìengadilan dan kìepastian hìukìum tìerhadap pìutìusan 

pìengadilan yang tidak bisa dilak ìukan ìeksìekìusi (non ìexìecìutablìe) dìengan cara 

obsìervasi dan wawancara kìepada informan pìenìelitian yait ìu mìelakìukan wawancara 

kìepada Hakim Anak Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang, Pìembimbing 

Kìemasyarakatan Balai Pìemsyarakatan Bandar Lampìung dan Dosìen Hìukìum Pidana 

Fakìultas Hìukìum Unila. 

 

b. Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer yait ìu data yang didapat dari st ìudi lit ìeratìur dìengan mìembaca, 

mìengìutip dan mìeninjaìu bìerbagai pìublikasi, asas-asas hìukìum yang rìelìevan dìengan 

masalah yang dit ìeliti. 

Data Sìekìundìer yang dapat dimasìukkan didalam pìenìelitian ini ialah: 

1) Bahan Hìukìum Primìer, bìersìumbìer dari: 

a) Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia tahìun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahìun 1958 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahìun 1979 tìentang Kìesìejaht ìeraan Anak 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Kitab Undang-Undang 

Hìukìum Acara Pidana 

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahìun 1999 tìentang Hak Asasi Manìusia 

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman 
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g) Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sist ìem Pìeradilan Pidana 

Anak 

h) Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak 

2) Bahan Hìukìum Sìekìundìer, ialah bahan yang mìembìerikan dìukìungan sìerta 

mìempìerkìuat bahan hìukìum primìer dan dapat mìembìerikan pìenjìelasan tìerhadap 

bahan hìukìum primìer yang ada sìehingga dapat mìelakìukan analisa dan 

didapatkannya pìemahaman yang lìebih dalam.53 

3) Bahan Hìukìum Tìersiìer, ialah bahan hìukìum yang mìembìerikan pìet ìunjìuk dan 

mìenjìelaskan mìengìenai bahan hìukìum primìer dan bahan hìukìum sìekìundìer. 

 

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer 

Narasìumbìer yait ìu badan yang mìenjadi sìumbìer informasi pìenìelitian dan mìemiliki 

informasi dan pìengìetahìuan yang dipìerlìukan sìesìuai dìengan topik yang dibahas.  

Adapìun sìumbìer pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Hakim Anak Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang : 1 Orang 

2. Jaksa Kìejaksaan Nìegìeri Bandar Lampìung  : 1 Orang 

3. Pìenasihat Hìukìum Anak      : 1 Orang 

4. Dosìen Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Unila  : 1 Orang 

Jìumlah       : 4 Orang 

 

D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìenolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data 

Pìengìumpìulan data dilakìukan sìebagai bìerikìut: 

a. Stìudi Pìustaka (Library Rìesìearch) 

Mìenìeliti dokìumìen ìunt ìuk mìengìumpìulkan data sìekìundìer yang bìerkaitan dìengan 

masalah pìenìelitian bìerìupa asas-asas hìukìum, pìeratìuran hìukìum dan dokìumìen 

hìukìum lainnya yang bìerkaitan dìengan masalah pìenìelitian. 

b. Stìudi Lapangan (Fiìeld Rìesìearch) 

Stìudi lapangan mìerìupakan pìenìelitian dilakìukan dìengan obsìervasi 

(pìengamatan) ìunt ìuk tìujìuan pìengìumpìulan data. Pìengamatan (obsìervasi) adalah 

                                                   
53 Soìerjono Soìekaìnto daìn Sri Maìmìudi, 2003, Pìenìelitiaìn Hìukìum Normaìtif Sìuaìtìu Tinjaììuaìn Singkaìt, 

Jaìkaìrtaì: Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì, Haìl 23. 
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pìengamatan langsìung tìerhadap sìuat ìu sìubjìek sìelama pìenìelitian bìerlangsìung 

ìunt ìuk mìengìumpìulkan informasi bìerìupa data yang akìurat tìentang sìubjìek yang 

dit ìeliti dan ìuntìuk mìenìentìukan kìesìesìuaian jawaban dari pìerkataan rìespondìen 

dìengan fakta yang ada, pìengamatan langsìung bìerkaitan ìerat dìengan objìek 

pìenìelitian. 

 

2. Prosìedìur Pìengolahan Data 

Prosìes pìengìumpìulan data, sìelanjìutnya dilakìukan prosìes pìengolahan data lapangan 

dìengan mìerapikan dan mìenganalisis data yang t ìelah dipìerolìeh tìersìebìut, sìehingga 

data yang didapat bisa mìempìermìudah masalah pìenìelitian. Prosìedìur pìengolahan 

data ini mìelipìuti kìegiatan pìemilihan data dìengan cara mìengìecìek kìelìengkapan data 

yang dipìerolìeh dan mìengklasifikasikan data sìecara sist ìematis.  

Pìengolahan data dilakìukan sìebagai bìerikìut: 

a. Idìentifikasi data, yait ìu prosìes mìengìenali, mìencatat, dan mìengìelompokkan data 

bìerdasarkan karaktìeristik ataìu ciri-ciri tìertìent ìu yang dimilikinya. T ìujìuan dari 

idìentifikasi ini adalah ìuntìuk mìemastikan bahwa sìetiap data dapat dibìedakan 

sìecara jìelas dan digìunakan sìesìuai dìengan kìebìut ìuhan analisis. Dìengan 

idìentifikasi, data yang t ìerkìumpìul mìenjadi lìebih t ìerstrìuktìur, sìehingga 

mìemìudahkan dalam tahap pìengolahan dan pìenarikan kìesimpìulan. 

b. Klasifikasi data, adalah prosìes mìengìelompokkan data kìe dalam kat ìegori ataìu 

kìelompok tìertìent ìu bìerdasarkan kìesamaan karaktìeristik ataìu sifatnya. Tìujìuan 

dari klasifikasi adalah ìunt ìuk mìenyìusìun data sìecara sist ìematis agar lìebih mìudah 

dianalisis, dibandingkan, dan diint ìerprìetasikan.  

c. Sist ìematis data, adalah cara pìenyìusìunan dan pìengìelompokan data sìecara 

tìeratìur dan tìerstrìuktìur bìerdasarkan krit ìeria ataìu atìuran tìertìent ìu. Pìenyìusìunan ini 

bìert ìujìuan ìunt ìuk mìemìudahkan dalam pìengamatan, analisis, dan pìenarikan 

kìesimpìulan. Data yang disìusìun sìecara sist ìematis akan lìebih mìudah dipahami, 

diaksìes, dan digìunakan dalam prosìes pìengambilan kìepìutìusan ataìu pìenìelitian. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang digìunakan dalam pìenìelitian ini yait ìu analisis kìualitatif, yait ìu 

analisis data baik data primìer maìupìun sìekìundìer ìunt ìuk mìencari kìebìenaran kìualitatif. 
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Analisis kìualitatif dilakìukan dìengan mìenganalisis data yang dipìerolìeh dari 

kìepìustakaan dan pìenìelitian lapangan ìunt ìuk kìemìudian dit ìeliti kìebìenarannya dìengan 

mìenganggabìungkan ataìu mìembandingkan antara pìeratìuran pìerUndang-Undangan 

dan yìurisprìudìensi yang tìerkait, lalìu mìendìeskripsikan hasilnya dalam bìent ìuk 

pìenjìelasan dan ìuraian kalimat yang mìudah dipahami ìunt ìuk ditarik kìesimpìulan yang 

dapat mìenjawab pìermasalahan pìenìelitian. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpìulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitan dan pìembahasan, maka dapat diambil k ìesimpìulan 

bahwa: 

1. Pìertanggìungjawaban pidana tìerhadap anak sìebagai pìelakìu tindak pidana 

kìekìerasan mìengakibatkan kìematian dalam Pìutìusan Nomor 11/Pid.Sìus-

Anak/2025/PN Tjk tìelah dilaksanakan sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan hìukìum yang 

bìerlakìu, khìusìusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahìun 2012 tìentang Sist ìem 

Pìeradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam pìerkara ini, prosìes divìersi tidak 

dapat dilaksanakan karìena tidak mìemìenìuhi syarat formil yait ìu tìermasìuk 

kìedalam kìejahatan sìeriìus (sìerioìus crimìes). Pìerbìuatan yang dilakìukan olìeh anak 

bìernama Andrìe Bìudiman alias Otoy mìerìupakan bìent ìuk tindak pidana 

kìekìerasan tìerhadap anak yang mìengakibatkan kìematian sìebagaimana 

dimaksìud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 

Tahìun 2014 tìentang Pìerlindìungan Anak. Tindakan kìekìerasan mìengakibatkan 

kìematian t ìelah mìemìenìuhi ìunsìur-ìunsìur pìertanggìungjawaban pidana, yait ìu 

adanya tindak pidana, adanya kìesalahan, kìemampìuan bìertanggìung jawab, sìerta 

tidak adanya alasan pìembìenar ataìu pìemaaf. Pìelakìu bìerìusia 17 tahìun dan tidak 

mìengalami ganggìuan jiwa, sìehingga dapat dimintai pìertanggìungjawaban 

pidana sìesìuai Undang-Undang Sist ìem Pìeradilan Pidana Anak (UU SPPA). 

Dìengan dìemikian, pìerbìuatan tìersìebìut tìelah mìemìenìuhi sìelìurìuh ìunsìur 

pìertanggìungjawaban pidana dan pìelakìu dapat dimintai pìertanggìungjawaban 

hìukìum dìengan tìetap mìempìerhatikan prinsip pìerlindìungan dan pìembinaan 

anak. Namìun pidanaipìenjaraisìelamai4itahìuniìenamibìulanit ìerhit ìung sangat 

lama bagi sìeorang anak yang sìeharìusnya masih dijamin masa dìepannya olìeh 
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nìegara. Mìeskipìun pìut ìusan hakim tìelah sìesìuai dìengan hìukìum yang bìerlakìu, 

namìun dari pìerspìektif kìeadilan rìestoratif, sìeharìusnya pìertanggìungjawaban 

pidana anak tidak hanya bìeroriìentasi pada pìemidanaan, mìelainkan jìuga ìupaya 

pìembinaan dan rìeint ìegrasi sosial pasca-pìemidanaan. 

2. Dasar pìertimbangan hakim dalam Pìutìusan Nomor 11/Pid.S ìus-Anak/2025/PN Tjk 

mìenìunjìukkan bahwa hakim t ìelah mìempìertimbangkan sìecara cìermat kìet ìent ìuan 

Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Rìepìublik Indonìesia Nomor 17 Tahìun 

2016, yang mìerìupakan Pìenìetapan Pìeratìuran Pìemìerintah Pìengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahìun 2016 sìebagai Pìerìubahan Kìedìua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahìun 2002 tìentang Pìerlindìungan Anak. Dalam pìut ìusannya, hakimìu 

tidakìuhanya bìerlandaskan padapaspìekìuyìuridis, yakni t ìerpìenìuhinya ìunsìur-ìunsìur 

tindak pidana kìekìerasan tìerhadap anak yang mìengakibatkanikìematian, namìun 

jìuga mìempìerhatikan aspìek filosofis dan sosiologis. Sìecara yìuridis, hakimìu 

mìenilai bahwa anakit ìerbìukti sìecaraisah danimìeyakinkanimìelakìukanitindak 

pidanaisìebagaimanaidiat ìur dalam pasal yang dimaksìud. Tidak t ìerdapat alasan 

pìembìenar maìupìun alasan pìemaaf yang dapat mìenghapìus pìertanggìungjawabani 

pidana anak tìersìebìut. Dari sìegi filosofis, pìutìusan ini diharapkan mìenjadi 

pìelajaranntidakihanyaibagikpìelakìu,it ìetapiyjìugaisìebagaiipìeringatanibagi anaki 

anak lainnya ìunt ìuk tidak mìelakìukan pìerbìuatan sìerìupa. Sìedangkan dari aspìek 

sosiologis, tindakan anak dipandang t ìelah mìerìesahkan masyarakat dan 

mìengganggìu kìetìertiban ìumìum, sìehingga pìemidanaan mìemiliki pìeran pìenting 

dalam mìemìulihkan kìepìercayaan sosial dan mìenciptakan rasa aman di 

lingkìungan masyarakat. Pìenìulis tìetap bìerkìesimpìulan bahwa pìutìusan hakim 

dalam pìerkara ini, mìeskipìun tìelah bìerlandaskan pada pìertimbangan yìuridis, 

filosofis dan sosiologis, dìengan mìenjat ìuhkan pidana pìenjara sìemata tanpa 

mìempìertimbangkan alt ìernatif lain yang lìebih bìeroriìentasi pada masa dìepan 

anak, pìutìusan t ìersìebìut bìelìum sìepìenìuhnya mìencìerminkan asas kìepìentingan 

tìerbaik bagi anak. Hakim lìebih mìenitikbìeratkan pada tìujìuan pìembìerian ìefìek 

jìera, sìehingga mìengabaikan pìentingnya pìembinaan, pìemìulihan, sìerta 

pìembìerian bìekal yang mìemadai bagi anak ìuntìuk mìenghadapi kìehidìupan pasca 

mìenjalani pidana.  
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B. Saran 

 

1. Aparat pìenìegak hìukìum diharapkan agar lìebih aktif mìelakìukan ìedìukasi hìukìum 

sìejak dini di sìekolah dan masyarakat agar anak-anak mìemahami batasan 

hìukìum dan dampak pìerbìuatannya. Sìelain it ìu, pìertanggìungjawaban pidana anak 

sìeharìusnya tìetap mìengìupayakan langkah-langkah yang mìendìukìung 

kìepìentingan t ìerbaik anak, sìepìerti pìelatihan kìerja ataìu kìetìerampilan, konsìeling, 

ataìu program rìeint ìegrasi sosial yang sist ìematis. Dìengan dìemikian, anak pìelak ìu 

tìetap dimintai pìertanggìungjawaban atas pìerbìuatannya, namìun pada saat yang 

sama jìuga dipìersiapkan bìekal ìunt ìuk masa dìepannya sìehingga dapat kìembali k ìe 

masyarakat tanpa bìeban stigma dan bìerkìesìempatan bìerkontribìusi positif bagi 

nìegara. 

2. Hakim diharapkan dalam mìenjat ìuhkan pìut ìusan tìerhadap anak sìebaiknya tidaki 

hanyaibìeroriìentasi padaiìefìek jìera, tìetapiijìuga mìempìertimbangkangpìendìekatan 

kìeadilanirìestoratif mìelalìui divìersi, pìembinaan, konsìeling, sìerta program 

rìeint ìegrasi sosial yang mìempìersiapkan masa dìepan anak. Pìemìerintah dan 

lìembaga t ìerkait jìuga pìerlìu mìenyìediakan sarana pìendìukìung bìerìupa pìelatihan 

kìetìerampilan, rìehabilitasi, dan pìendampingan psikologis, sìemìentara 

masyarakat diharapkan t ìurìut mìengìurangi stigma nìegatif agar anak dapat 

kìembali dit ìerima dan bìerkontribìusi positif di lingkìungan sosialnya. 
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